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GUBERNUR PAPUA RIIRIIT 

PERATURAN CUl::!ERNUR PAPUA RIIRJ\'r 
NOMOR 9 TAITUN 2022 

Tr:NTANG 

PF:NYUSUNAN PP.TA PROSES UJSNIS INSTANS! PF.MF.RINTAH 

DENG..\N RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

<JUl::!ERNUR PAPU,\ BARAT, 

Menimbaog a. bahwa penataan kctatalaksanaan sebagar salah saru 
unsur perubahan dalam reformasi birokrasi unluk 

rnewujudkan organisasi instansi pemerintahan yang 
tcpat fungsi, tepat ukuran, dan teoat proses; 

h. bahwa herdasarkan ketenruan Peraturan Menteri 
Pcndayagunaan Apararur Negara dan Refonnasi 

Uirokrasi Nomor I 9 Tahun 20 18 tcntang Penyusunan 

Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah 

mengamanaikan pcnyusunan peta proses bisnis 
instansl pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu 

tentang 

Instansi Bisnis 

Oubernur 

Proses 

Peraturai1 

Peta 

mcnctapkan 

Penyusunan 

Pernerintah; 

l. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 teutang Mcngingat 

Pcmhcntukan l Topinsi Irian J-;,,.ya Tengah, Propins:i 

lrian Jaya tsarar, Kabupaten Paniai, Kabupatcn 
Mimika, Kabupalen Puncak ,Jaya dan Kola Sorong 

(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tnhun 19')<) 

Nomor 173, Tambahan Lcmbaran Ncg;,ra Rcpublik 
Indonesia Nomor 3894) scbagaimann tclab diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 



Tentang Perubahan Pembentukan Propinsi lrian Jaya 
Tengah, Propinsi lrian Jaya Barnt, Kabupaten Paniai, 
Kabupatcn Mirni.ka, Kabupaten Puncak Jaya Dan 

Kola Sarong [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lcmbaran Nc:garJ 
Republik Indonesia Nomor 3960); 

2. Undang· Undang Nomor 21 Tahun 2001 teutang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lcmharan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah deogan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tcntang 
Penetapan Peraruran Pcmerintah Pcngganti UndA.ng­ 

Untlang Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Peruhahan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 l Tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Mcnjadi 
Undang-Undang [Lernbaran Negara Republik 
Indonesian Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4884); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang 

Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpubtik Indonesia Nomor 5038); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

l'cmerintall!ill Dacrah (Lembaran Negard I<cpubli.k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah bebcrapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemenntnhan Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 

Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Unclang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admlmstrasi Pemerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560 l); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tent>mg 
Pelaksanaan Unda.ng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negar" r�epublik Indonesia Nomor 5357); 

7. Pcraruran Pemedntah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah [Lembaran Ncg,,r" Rcpuhlik 
Indonesia Tahun 20lb Nomor J 14, Tarnbahan 

1-"mbar,m NegarJ Republik Indonesia Nomor 5887); 
8. Peraturan Meutcri DaL1m Negcri Nomor 80 Tahun 

201 S tentang Pembentukan Produk llukum l>aerah 

(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah deo.e;an Peraruran 
Menteri Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang ,,-----_ 
Pcrubahan AtasPl:raturan Menteri l>alam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemhcntukan l'roduk 
Hukum Daerah [Berita Ne.gar-a �epublik Indonesia 
Tahun zo 18 Nomor 157); 

9. Pcraturan Menleri l'endayagunaan Aparatur Sipil 
Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan 
Peta Proses Hisnis lnstansi Pcmerinlah (Flerita Neg;,ra 
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 411): 

I 0. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 135 Tahun 

2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Ueformasi 
Birokrasi di Lingkungan Pemcrintah Daerah (Bcrita 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); 

11. Peraturan Dacrah Provinsi Papua flarat Nomor 7 

Tahun 2016 tcntang l'embentukan Susunan 
Perangkat l>acr.,h (J.ernbaran Dacrah Tahun 2016 

Nomor ·11 seoagtman» tctan diubah dengan Peraturan 

Provinsi Papua Baral Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Pembenrukan Susunan Perangkat naerah [Lernbaran 
Daerah Indonesia Tahun 2019 Numor l); 



M�netapkan : 

Mf:MU1'USKJ\N: 

pi,;R',.TURAN GUBt,;RNUR Tr:NTANG PENYUSUNAN 

PROSES (!ISNIS INS'l'ANSI P8MER1N'l'AH 

BAB! 

KE::'fl::NTUAN UMUM 

!'ETA 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
J. f'eta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan 

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan 
kincrja scsuai dengan rujuan pendirian organisasi agar mengbasilkan 
kcluaran yang bernilai tarnbah bagi pemangku kcpcntmgan. 

2. �l'f'f'li.er adalah unit organisasi yang mcnycdialron input untuk suatu 

proses. 
J. Input adalah sumber daya yang akan c:Q�akan daJam suatu proses. 
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mcngubah input menjadi 

output. 
5. output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suaru proses. 
6. customer adalah unit orgarusast yang menerima output dari suatu 

proses. 

7. Pemerintah Daerah adalah Pcmcrintah Provinsi Papua Bann. 
8. lnstansi Pcmcrinrah ada lah perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

Provinsi Papua Barut. 
9. Cubcrnur adalah Oubernur Papua Barat. 

P-asal 2 
[I) Maksud penyusunan Peta Proses l:lisnis Instansi Pemerintah adalah 

sebagai acuan bagi Instansi Pcmcrintah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Papua Barat guna melaksanakan vlst, misi, tujuan, dan 
strategi organi�-i,.::,,i. 

(2) Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yaitu agar 
lnstansi Pemerintah: 

a. mampu melaksanakan tugas dan fugsi secara cfektif dan efisien; 
b, mudah mengkomunikasikan baik kcpada pihak internal maupun 

ckstcrnal mcngcnai proses bisnis yang dilakukan untuk mcncapai 



visi, misi, dan tujuan: dan 

c. memiliki aset pcngetahuan yang mcngtmegrasikan dan 
mendokumentasikan secara rind mengenai proses bisnis yang 
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, di mana aset 
pengctahuan ini mcnjadi dasar pengambilan keputusan strategis 
terkait pengembangan crgamsasi dan sumber daya manusia scrta 
penilaian kinerja. 

(3) Manfaar penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemcrinta.h, yaitu 
agar Instansl Pemcritah: 

a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan 
suatu proses sehingga solusi penyempumaan proses lebih terarah; 
dan 

b. mcmiliki standar pelaksanaan pckerjaan schingga memudahkan 

dalam mengendalikan dan mempcrtahankan kualitas pelaksanaan 
pekerjaan. 

DAB II 
PENYUSUNAN PETA Pl{O:ll',S BISNJS IN!:,'TANSI l'f:MERINTAH 

l'asal 3 

{ 1) Penyusunan Peta Proses Di::;nis fnstansi Pemerintan merupakan acuan 

bagi Instansi Pernerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 
Barat untuk mcnggambarkan hubungan kcrja yang efcktif dan efisicn 

antar unit organisasi untuk menghasilkan ldnerja sesuai dengan 
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai 
tarnbah bagi pernangku kepentingan. 

(2) Penyusunan rera rroses eisme tnstanst Pemerintah seoagaimana 
terse but pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. Bab I Peudahuluan; 

Tinjauan Pustaka; 

Metodologi; 
Dcskrips! Objck Kajian; 

Penataan Tatalaksana Peta Proses Bisnis Instansi 

b. Bab II 
c. 1:!ab Ill 
d. Bab IV 

e. BabV 

f. Bab VJ 
Pemerintah; dan 

Penuiup. 



Pasal 4 

( 1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi l'emerintah dilaksanakan oleh 
lnstansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Bar.1L 

(2) Ruang lingkup pcnyusunan Peta Proses Bisnis tnstansi Pemerintab 

sebagaimana dimaksud pada ayai 1, rnclipuri seturuh kegiatan pada 
Instansi Pemerintah di lingkungan pcmcrintah Provinsi Papua Darat 

sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi, 
(3) !Jasil penyusunan Peta Proses Disnis Instansi Pemerintah pada lnstansi 

Pcmcrintah di lingkungan pcrncrintah l'rovinsi Papua narat dtlaporkan 

kepada Oubemur c.q Sekretaris Daerah Provinsi melalui l:!iro 

Organisasi Sckrctariat Dacrah Provinsi Papua Barat. 

l'asal 5 
Peta Proses Bisnis Instansi Pcmerintah tercanrum datam l.ampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Gubcmur ini. 

BAB lll 

KETENTUAN PENUTUI' 

Pasal 6 
Pcraturan Oubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraiuran Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Betita Daerab 

Provinsi Papua Barat. 

Ditetapkan di Manokwari 
pada tanggal 25 April 20'.l'.l 

GUBERNUR PAPUA DARAT, 

CAP/TIO 

DOMIN(KiUS MANOACAN 



Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 27 April 2022 

SEKRE'l'ARIS DARRAH PROVTNSl PAl'UA BARt\T, 

CAP/TIO 

NJ\'l'ANIEL D. MJ\NDJ\CJ\.N 

13liRffJ\ DJ\liRAH PROVINS! PAPUA BARA'!' 'l'AHUN 2022 NOMOR 10 

Salinan sesuai dengan aslinya 

1.i)lqun,i 

Dr. ROBE HK. R. HA..l\fM..!\R, S.H., M.Hum., M.M 

Pembina Utarna M�dy--l 
NIP. 19650818 199203 l 022 



1.AMPIRAN 

PRl<I\TURAN OUDERNUI� f't\PUA BARAT 
NOMOR 9 TAf-HJN 2022 

TENTANU PENYlJSUNAN PETA PROSES BISl'<lS 
INSTANSJ PEMBl�ll'ffAH 

DAB! 
J'J:;NDAIIULUAN 

I. I Latar betakang 
Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, Pcmerintah mcngamanahkan 

Kementerian/Lcmbaga/Pemerintah Daerah agar mernpcrcepat tett"->Jfl'linya 
tata kelola pcmerintahan yang haik dengan rcformasi birokrasi. Adapun ke 8 
area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah: organlsasi, tatalaksana, 
peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia apararur, 
pcngawasan, akuntabilitas, pclayanan publik, dan pcrubahan pola pikir 
(mindset]. Kebijakan reformasi birokrasi telah mernaksa scluruh elemcn 

birokrasi untuk melakukan perubahan sistematik dan iercncana menuju 
taianan admlnistmsi pemerintahan yang Iebih baik. Refnrmasi birokrasi 

bertujuan untuk rncnjadtkan aparatur sipil negara yiing lebih profesional, 
efcktif, eftslen, dan akuntabel dalam rangka mcwujudkan tara pemerintabao 
yang baik. 

Salah satu dari 8 area perubahan yang mcnjadi agenda rcformasi 

birokrusi adalah tata laksana, Hasil yang diharapkan dari perubahan area ini 

adalah perubanan sistcm, proses dan prosedur kcrja yangjelas, efcktif, efisieu, 
tcrukur dan scsuai dengan prinsip-prinsip good g<>V<:mance. Sistem dan 

proscdur kerja birokrasi setama ini yang tidak sistcmatis dan tidak terarah 

harus diubah agar dapat mewujudkan cfektivitas dan efisiensi dalam 
birokrasi. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih 
pnrna. Terbitnya Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparaiur Negara dan 
Reforn1usi Birokra!;i Nomor 12 TAhun 2011 tenumg Pcdoma.11 Penntaan Tata 

Laksana (Hw,ir,�.ss Process) yang kini telah diubah dengan Pcra.turan Mentcri 

Pcndayagunaan Aparatur Negarti dan Reformasi Hirokrasi Nomor 19 Tahun 

20 l8 tentang Pcnyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah adalah 
langkah maju dari Pemerintah untuk scgcra mewujudkan perubahan area 
ketaralaksanaan icrsebut. 



Peta proses bisnis adalah diagram yang mcnggambarkan hubungan 
kerja yang cfektif dan efisicn an tar unit organisasi unruk menghasilkan kinerja 
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang 
bemilai tarnbah bagi pcmangku kepcntingan. Rerbicara cfcktivitas dan 
efisiensi sangat terkait dcngan proses bisnis yang digunakan oleh organisasi 
dalarn menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan 
tumpang-lindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain 
akan mernbuat organisasi mcnjadi larnbat untuk bekerja. Oleh karena tru, 
setiap unit organisasi mernerlukan peta proses hisnis yang mampu 
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mcncapai 
visi, misi, dan tujuan organisasi, Jadi sebuah keniscayaan, sebuah organisasi 
narus mcnyusun peta proses bisnis dengan mcngacu pada dokumen 
perencanaan pembangunan daerah. Sehingga akan terjadi kesetarasan antara 
tujuan organisasi dengan langkah yang dilakukln oleh hirokrasi. 

Mclihat pentingnya pcnyusuaan peta proses bisnis bagi instansi 

perncrintah, Pemerintah f'rovinsi Papua Dar-al pada tahun anggaran 20'2 l ini 

rnclakukan penyusunan peta proses bisnis. Dcngan melihat luasnya cakupan 
kewenangan Pcmerintah Provinsi Papua Barat, maka pada penyusunan pcta 
proses btsnis pada tahun rni dibatasi pada Iingkup peta proses, pcta subproses 
dan peta relasi. Diharapklin dcngan kegiatan ini dapat tergambarkan tata 
hubungan kerja yang ckktif dan eflsien antar unit orgaaisast di lingkungan 
l'emerintah Provinsi Papua Baral. 

1.2 Ruang Lingkup 

a. Pemetaan pera proses bisnts lnstansi l'emeri.ntah Prcvinsi Papua Barat; 
b. Pernetaan peta subproscs dari peta proses bisnis lnstnasi Pemerinlah 

Provinsi Papua Barat; dan 
c. Pcmctaan peta hubungan (Relation Map) peta proses bisnis instnasi 

Pcmcrintah Provinsi I �tpua I3arat. 

1.3 Dasar Huh-um 
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah; 
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi 

Pcmcrintahnn; 

d. l'eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi tlirokrasi 2010-2025; 



c. Peraturan Menteri Pcndayaguncan Aparatur Negara dan Refonnasi 

Hirokrasi Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Penyusunan Peta Proses Bisnis 
lnstansi Pcmerintah; dan 

f. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah (�PJMD) Provinsi Papua 
Baral Tahun 2017-2022. 

BAB II 

1'1NJ!IU1\N PU8TAKA 

2. 1 Reformasi Birokrasi 
Pada era orde baru, praktik Kl(N dan kcpentingan pcnguasa seakan­ 

akan mcnjadi perilaku para birokral. Bahkan birokrnsi yang bc:rjalan di 
dalamnya seakan-akan dibangun untuk memperkuat para penguasa dan 
diibaratkan sebagai kerajaan pcjabat (Tho ha, 2012). Padahal fungsi hirokrasi 

ini menentukan kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan ckonomi suatu 
negara (R.'lsul and Roggcr, 2017). Perilaku birokrat yang ccnderung melakukan 

korupsi, kolusi, dan nepousme (KKN) semakin mengerucutkan image ncgati! 
birokrasi publik di masyarakat (Dwiyanto et al., 2002). 

Memasuki era reformasi, tanrangan pemerintah Indonesia dalam 

mewujudkan tata kelola pcmenntanan yang baik adalah dengan rncngatasi 
krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncut 
akibat bangunan birokrasi selama pcrtode orde baru ini bahkan mem.icu 

protcs di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoha, 2012). 
Akibat. dari perilaku birokrar yang cenderung tidak mendukung pclayanan 
publik telah menyebabka.n tujuan awal birokrat dalarn mernberikan layanan 
publik bergeser ke arah pragmatismc dan menurunkan intcgritas dan 
kualitasnya (Horhoruw el al., 2012). ldealnya pcnyelenggaraan layanan publik 
oien aparat pcmcnntan pembcri layanan puhlik harus dilakukan tanpa adanya 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) [Girindrawardana, 2002). Lcbih 

lanjut, dari sebuah survci dilaporkan bahwa indeks intcgritas layanan publik 
oerada di peringkat 70 dari 109 negara, bahkan di bawah negara-negara 
tetangga seperu 'l'imor Leste, Filipina, Malaysia, ciao Th-ail.and. Aahkan, dalam 

survei tcrsebut, kornponcn Jayanan administrasl menjadi yang terburuk 

dengan berada pada peringkat 97 (MungiuPippidi ct al., 2017]. Hal tersebut 

sekaligus mcnandakan bahwa pcrlu adanya perbaikan terutarna pada aspck 
adrmnlstrasi publik agar pcnyclcnggaraan pelayanan publik menjadi Jebih 
optimal (Thallir Haning, 200 18) 



Namun kini Pemerintah Republik Indonesia tclah bergerak maju untuk 
dapat merubah manaiemeu pcmertntahannya kearan yang lebih baik. Sejak 
gerakan reformasi pada 1998 karnpanye tcrkair penataan kcmbali manajcmen 
pcmerintahan terus gencar dilakukan. Kampanyc ini rak dapat ctilepaskan dari 

makin buruknya kinerja birokrasi dan marnknya korupsi akibat lidak 

profcsional, tidak efcktif dan tidak efisicnnya birnkrasi, Selain itu hirokrasi 
Indonesia juga masih tidak rasional sccara ukurun organisasi masih gcmuk, 
kaya struktur namu n mi skin fungsi. Tidak nctrnl dan lidak transparao. 
Masalah-masalah ini menjadi kendala sertus bagi birokrasi yang scmesrinya 
lebih progrcsif dalarn merespons pcrubahan masyarakat yang Lerjadi selama 
pcriodc 1996-2010. Gcrakan reformasi l'l'l8 yang seharusnya menjadi 
t.onggak reformasi birokrasi Indonesia dalam tataran praksisnya suln 

diwujudkan. Bisa dikatakan bahwa selarna rentang waktu 12 tanun terakhir 

perjuangan untuk mewujudkan pemberantasan KKN bclum mencapai basil 
yang maksimal lJanyak kcndala dan tantangan yang mcmbuat reformasi 

birokrasi masih mcnjadi wacana dan kalaupun dilakukan sangat parsial (Siti 
Ztlhro, 2010). 

Untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bark dibutuhkan keberanian 
pemerintah untuk mereformasi birokrasinya. Tcrmasuk juga Pcmerintah 
Daerah. Ke depart birokrasi pemcrintah daeran juga harus mcnjadi hirol.....-asi 
yang mcndukung secara luas terciptanya ruang partisipasi publik, 
pemberdayaan dan peningkatan kreativitas masyarakat. Uotuk itu birokrasi 
perl u mcngurangi kadar pcngawasan dan rcpresi terhadap hak cksoresi 
inisiatif dan kreativitas masyarakat local. Selain tru pcrlu pula ditinggalk:m 
cam cara penguasaan mssyarakat Icwat koopta.si kdcmbagaan dan sikap 
dominasi hegemoni. �irokrasi perlu merekrut SDM dari luar untuk 

mcmperkuat tnsuursi dan transtormasi menuju birokrusi profesional Birokrasi 

yang kompelitif mcmasukkan semangat kompetisi di dalam dan antar 

birokrasl. SCbagai contoh pemerintah kabupaten/kota perlu meneiptakan 
birokrasi daerah yang masing-masing bagiannya sating bcrsaing datam 

membcrikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang 
kebutuhan public (Siti Zuhro, 2010). 

Mdalui Pcraturan Presidcn Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 

tentang grand Design Reformasi F!irokrasi 2010-20'25 Pcmcrintah 
menunjukkan komilmennya untuk ke depan dapat melangkah lchih baik lagi. 
Oleh karcna itu gerakan rcformasi untuk birokrasi Indonesia harus 
dipcrsiapkan dan dircncanaknn sebaik-baiknya dalaru bcntuk Grand Oesigu 



Reform:isi Rirokrasi. 
Grand Design Rcforma.si nirokrasi adatah rancangan induk yang berisi 

arah kehijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 

2010-20'.25. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 
operasionalisasl Grand Design Rcformasi Birokrasi yang disusun dan 
dilakukan sctiap 5 (llina) tahun sekafi dan mcrupakan rencana rinct refonnasi 

hirokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya sclama 1ima tahun dengan 
sasaran per tanun yang jelas, Grand flesign Retormasi t!irokrasi 2010-2025 
ditctapkan dengan Peraturan Presidcn, sedangkan Road Map Rcformasi 
Birokrasi ditetapkan dcngan Peratun .. n Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refortnruri Birokrast agar dapat memiliki sifat flcksihilitas 
scbagai suatu living document. 

Di dalarn Grand Design Reforrnasi Birokrosi dijelaskan bahwa konsep 
reformasi birokrnsi berkaitan dengan ribuan proses Lumpang tindih 

(overlapping} antar Iungst-fungsi pemerintahan, melibalkan jutaan pegawai, 
dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikiL Konsep reformasi birokrasi 
juga berkaitan dengan upaya menata u l,mg proses birokrast dari Lingkat 
1.ertinggi hingga terendah dan mclakukan terobosan oaru dengan langkah­ 
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dengan cara bcrfildr 

di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of tne box}, perubahan paradigma, 
dan dengan upaya luar biasa. Konsep reformasi birokrasi juga herkaitan upaya 
mcrcvisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan 
dan praktek manajemcn pcmerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan 
tugas fungsi instansi pemermtah dengan paradtgma clan peran baru. 

Rcformasi birokrasi dalam beberapa Iiteratur dlsebut reformasi 
adrninistrasi publik atau ada yang menycbut reforrnasi administrasi. Menurut 

Mosher, (dalam Rais dan Flassy, 2005:5) bahwa Reforroasi Administrasi Publik 
terdiri atas: 

a. Rcorganisast administrasi, yang sering disebur sebagai aspek 
institusional (kclcmbagaan] 

b. Perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat daJam 
proses reformast, sering disebut scbagai aspek perilaku. 

Hampir sama scperti yang disampaikan Caiden ( I 99 I: 100), dua ha! 
yang harus menjadi pcrhatian datam pelaksanaan reformasi administrasi 
yaitu: 



a. Organisasi melipuli tujuan, target, kebijaksanaan, ukurau, bcnruk, 
struktur dan kebiasaan organisasi; 

b. Individu , meliputi hak, kewajiban, legalitas, ambisi, harapan, 
lcrcativitas dan lain-lain. 

Penyclcnggaraan pemerintah daerah dengan memberi pcnekanan pada 
aspck cfisienst, akunta bilitas, dan transparansi mcnjadikan rcformasr 

birokrasi sehagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan yang baik. 
Karena kalau dikembalikan lagi pada makna reformasi birokrasi adalah upaya 
melakukan pcrubahan sistematik dan terencana mcnuju tatanan aclminist.rasi 

publik yang lcbih balk. Pernerintah daerah harus lebih fokus seperti yang 
disampaikan C'..aiden darn Mosher harus melaksanakan reformasi instirusional 
dan metaksanakan rcformasi per+laku birokrasi. 

Makna reforrnasi birokrosi adalah: Perubahan besar dalam paradigma 
dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa 
Indonesia dalam menghadapi tantangan ahad ke-21. Bcrkaitan dengan ribuan 

proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan 
pcgawai, dan memcrlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang 
proses blrokrasi dari tingkat terunggi hingga terendah dan metakukan 
icrobosan bani dengan l,mgkah-langkah bcrtahap, konkret, realistis, sungguh­ 
sungguh, berflkir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, clan dengan upaya luar 

btasa; Upaya mcrr.visi dan rnembangun berbagai regulasi, memodcrnkan 
bcrh:,gai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan dacrah, 
dan mcnyesuaikan tugas fungsi instansi pcmcrintah dengan paradigma dan 
peran baru. 

Atas dasar makna tersebui, 
diharapkan dapat: Mengurangi dan 
penyalahgunaan kewenangan publik 

pclaksanaan rcformasi birokrasi 

akh irnya menghilangkan sctiap 
olch pejabat di instansi yang 

bersangkutan: Menjadilim negara yang mcmiliki birokrasi yang bersih, 
marnpu, clan melayani; Mcningkatkan mutu pclayanan kepada rnasyarakar; 
Meningkatkan muiu perurnusan dan pelaksanaan kebijakan/program 
instanst; Meningkalkan cflstensi (biaya dan waktul dalam pclaksanaan semua 

scgi tugas organisasi; Mcnjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, prooklif, dan 
efektif dalam menghadapi g!obalisasi clan rlinamika pcrubahan tingkungan 
strategis. 

Amh dan kcbijakan petakeanaan rcformasi Irirokrajsi secara naslonal 

ditetapkan dalam Peraturan Presidcn Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 



Design �eformasi Birokrasi 2010-2025. Ukuran keberhasilan tahun 20'25, 
yang diharapkan tclnh rnenghasilkan gotJ«mancc yang bcrkualitas di sctiap 
Kementeriarr/Lcmbaga dan Pcmerintah Dacrah, ditanclai dengan: 

a. tidak ada korupsi: 
b. tidak ada pelanggaran; 

c. APBN dan APAn baik; 

d. semua program ""'"sai dcngan baik; 
c. scmua per-ixirtart sclcsai dengan cepat dan repat; 
f. komunikasi deogan publik baik; 
g. penggunaan waktu [jam kcrja] efektif dun produktif; 
h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan bcrkdanjutan; 
i. hasil pernbangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan 

pro pengurangan kennskinan], urtinya menciptakan Iapangan pekerjaan, 
wengunmgi kemlskinan, dan rnemperbaud kesejanteraan rakyat, 

SAlah satu agenda reforrnasi total di Indonesia adalah menciptakan good 
gouemanm dalam rangka membentuk Indonesia baru. Ada tiga aktor utama 

dalarn rangka Good Gow.mance: Pcmerintaha.n negara dima.na birokrasi 

terrnasuk didalamnya: dunia usaha [swasta, dan usahs-usaha ncgara); dan 

masyarakat. Ketiga aktor yang berperan dalam pcnyelenggaraan ncgara da.n 

pcmbangunan bangsa tersebut mernilikt posisi, pcran, tanggungiawab, dan 
kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis 

berkelanjutan. Dalam konsep good govemanm, ketiga aktor dalam sistem 

administrasi negara ditempatkan sebagai mitra yang setara. 

Reformasi birokrasi merupakan usaha mendesak, mengingat 
implikasinya yang bcgitu lnas bagi masyarakat dan ncgara. Perlu usaha usaha 

serius agar pembaruan hirokrasi menjadi Iancar dan bcrkclanjutan. Ada dua 
usaha scrius yang perlu dipcrhatikan: langka internal dan langkah ekstemal. 

Bcrikut ini adalah langkah langkah yang pcrlu diiempuh menuju refortnasi 
birokrasi (Hardjapameka,;, 2002:283). 
l.angkah Internal: 

a. Meluruskan ortentasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi paoa 
demokraiisasi dan bukan pada kckuasaan, Peru bahan birokrasi harus 

mengarah pada amanah rakyat karena rcformasi birokrasi harus 
berrnuara pada pelayanan masyarakat. 

b. Memper1."Ual komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus 
dirumbuhkan. Ini prasyarat pcnung, karena tanpa disert<U tekad yang 



kuat dari birokrat untuk berubah, maka reformasi birokrasi akan 
menghadapi banyak kcndala. Untuk mernperkuat tekad pcrubahan di 

katangan birokrat, pcnu ada stimulus, seperu peningkatan 
kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun 
bagi mereka yang mernbuat kesalahan atau bekerja tidal< benar. 

c. Memhangun kulrur baru. xunur birokrasi kita begiru buruk, konotasi 

negatif scpcrti mekanismc dan prosedur kerja herbelit-belit dan 
penyalahgunaan status pcrtu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan 

pembenahan kultur clan etika birokrasi dengan konsep trunsparansi, 
melayani secara rcrbuka, serta jdas kode euknya. 

d. J{asionalisasi. Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan 
tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia mcnjadi penting 
dilakukan agar birckrasi menjadi ramping dan lineal, dalarn 

menyelesaikan permasalahan, serta dalarn menyesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, tcrmasuk kemajuan 
teknologi, 

e. Mernpcrkuat payung hukum. Upaya rcfonnasi birokrasi perlu dilandasi 

dcngan aturan hukum yangjclas. Aturdll hukum yang jelas bisa menjadi 
koridor dalam mcnjalankan perubanan-perubahan. 

f. Peningkatan Kualitas SDM. Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan 

mernbcrikan hasil yang optimal tanpa disertai SDM yang handal dan 
profesional. Karena itu perlu penataan dan sistem rekrutmcn 
kepegawaian, sistem penggajian, pdaksanaan pelatihan, dan 
pcnmgkatan kesejahteraan, 

Langkah i,;kstcrnal: 

a. Komitmen dan kctcladanan elit politik, Reformasi birokrasi merupakan 
pekerjaan hesar karena menyangkut sistem besar negara yang 
mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk 

memutus tradisi lama clan menciptakan tatanan dan tradist baru, pcrlu 
kepemimpinan yHng kuat dan yang patut ditcladani. Kepemimpinan 
yang kuat beraru harhrnya pemlmpin-permmpin yang berani dan tegas 
dalarn membuat keputussn. Sedangkan keteladanan adalah keberanian 
rncmbcrikan contoh kcpada bawahan dan masyarakat. 

b. Pengawasan masyarakat. Reformasi himkrasi akan bcrdampak langsung 
pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. !'ada tataran ini 



masyarakat dapat dilibatkan untuk mcngawasi kinerja birokrasi. 
Misalnya, menegur birokrat yang lamban dalam melayani masyarakat, 
atau yang serlang santai saja. 

2. I. l. l Tujuan dan sasaran Rcformasi Birokrasi 

Refonnasi birokrasi merupakan cant pemerintah untuk mewujudkan 
good gouemafl.l'.e. Reformasi birokras; dapat menjadi pcrmulaan sebuah ncgara 
untuk maju. Dcngan pcnataan (reform) sisiem pcnyelenggaraan pcmerintahan 
yang lebih e(ektif dan elisien, diharapkan tcrwujud pcnyclcnggaraan 
pcmcrintaban yang bcrdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakai 
secara tepai, ccpat, dan proresional. 

Reformasi birokrasi dimulai dari lingkungan kementerian dan tembaga, 
Sernakin hanyak kementcrtan nan lembaga y:ctng mclakukan retormasi 

birokrasi maka scmakin cepat ncgara mencapai tujuan pembangunan serta 

Lercipt.a good governance. Pcmbaharuan dan perubahan yang harus dilakukan 

antara lain organisasi, proses bisnis, dan sumbcr daya manusia dalarn sistem 

pcnyclcnggaraan pemcrintahan. Yang sangat dlperhatikan dalam reformasi 

birokrasi adalah rasionalisast birokrasi yang mewujudkan efektwuas, efisiensi, 
dan produktivitas melatul pembagian kerja yang bersifa1 hierarki dan 

horlzontat yang seimbang, cliukur dengan perbandingan volume beban tugas 
dengan jumlah sumber daya disertai tata kcrja formalistik dan pengawasan 
yang kcrat. 

Perubahan dan pcmbaharuan di bidang organisasi dilakukan dengan 
penataan kcrnbali miei, visi, sasaran, program, agenda kebijakan, clan kinerja 
kegiatan mcnjadi lebih iercncana, ber1anggungjawab, terbuka, dan eksesu, 
Proses bisnis dalam birokrusi ditata sehingga lebih sederhana dan mudah 

serta menghasilkan pelayanan yang pnma, Perhatian juga harus dibcrikan 

kepada sumber daya manusia yang menjalankan tugas agar mereka sernakin 

profesionat dalam membenkan pelayanan dan menjalankan tugas masing­ 
masmg. 

Dcngan rerormasl birokrasi maka terwujudnva pcnyelenggaraan 
pemerintahan yang professtonal, mcmiliki kepastian hukum, transparan, 
partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta hcrkembangnya budaya 
clan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan <Ian 

perranggungiawaban pu hlik serta intcgritas pengaodian dalarn mengemban 
misi pcrjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bcmcgara akan 
terwujud. 



Sasaran reformasi blrokrasi adalah mcningkatnya kinerja birokrasi yang 
berorientasi basil mclalui perubahan secara terencana, bertahap. dan 

terintcgrast dari berbagai komponen siratcgts birokrasi pcmenntah. Dalam hal 

ini di kenal apa yang disebut scbagai 8 (delapan) area perubahan dalam 
rcformasi birokrasi, yaitu: 
a. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemcn Pcrubahan); 
b. Pcnataan Peraturan Pcrundang-undangan: 

c. Penataan dan Penguatan Organisasi; 
d. Penataan Tata Laksana; 

c. Penataan Sistem Manajemen SOM Aparatur; 
f. Penguatan Pengawasan; 
g. Penguat.an Akuntabilitas Kinerja; dan 
h. Peningkatan Kualitus Pclayanan Puhlik 

ueracan area di atas menjadi pokok perhauan utarna dalam 

pcla ksanaan relcrmasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Diharapkan dengan adanya perbaikan perbaikan dalam delapan area ini sosok 

birokrasi yang ideal secara bertahap akan dapai diwujudkan di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang RPJPN Tahun 2005- 

2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periodc RPJMl" I 

(2005-2009), pertode RPJMN II (20!0-'..1014), periodc RPJMN Ill (2015-2019), 
dan pcriode i<PJMN N (2020-2024). Sasaran Iima rahunan dalam Grand 

Design Rcformasi Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan 
pembangunan sebagaimana tereantum dalam RPJPN 2005-2025. 

a. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014) 
Sasaran reformasi birokrasi pada Iima tahun pertama difokuskan 

pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan 
pernerintanan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotismc, 
mcningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta 

meaingkatkan kapasrtas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 

h. Sasaran lima tahun kedua (2015-20 l 9i 
Selain implernentasi hasil-hasil yang sudah dieapai pada lima 

tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang 
belum dicapai I"''"' bcrbagai komponen strsnegis brrokrasi pemerintah 
pada lima tahun pertama. 



c. Sasaran lima tahun ketiga (2020-20241 
Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan 

melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara tcrus-menerus untuk 
menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari rcforrnasi 
birokrasi pada lima tahun kedua. 
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Garnbar 2. 1 Pentahapan f>cncapaian Sasaran Lima Tahunan 

2.1. l Pelaksanaan Reronnasi Birnkrasi <li Indonesia 

undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rmcana Pembangunan 
.Jangka Panjang Nasional 2005·2025 mengamanatkan bahwa pembangunan 
aparatur ncgars dilakukan rnelalui reformasi birokrasi untuk mendukung 
keberhasilan pcmbangunan bidang lainnya. Penyusunan Grand fksign 
1-?eformasi Birokrusi 20\0-2025 mengacu pada RPJl'N 2005-2025 dan 

dokumcn-dokumen RPJMN yang disusun setiap lima tahun selarna periode 
2005-2025. Keterkaitan Grand Design Reformasi Hirokrasi 2010-2025 dengan 
!-?!'JPN 2005-2025 dan RPJMN 2010 2014, RRJMN 2015-2019, dan RPJMN 
2020-2024, dapa.t dilihat pada Gambar 2.2 berikut. 
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Oambar 2.2 Ketcrkaitan Grand Design Reformasi Birnkrasi 2010-202.5 dengan 
RPJPN 2005-2025 dan RP.JMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, 
dan RPJMN 2020-2024 

Pelaksanaan Rcformasi Birukrasi Pemerintah di Indonesia pada 
dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilaku kan melalui pilot project 
di Kementerian Kcuangan, Mahkarnah Agung, dan Harlan Pemeriksa 

Keuangan. Sejak itu, dikcmbangkan konscp dan kebijakan Reformasi 

Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dcngan Peraturan Prcsiden No. 
81 Tahun 2010 tcntang Grand Design Rcformasi Birokrasi 2010-2025, dan 

setiap lima tahun dikeluarkan Permcn PAN!lli tentang Road Mup Reforrnasi 

Birokrasi untuk pcriode yang bersangkutan. Se1ain itu, duerbnkan pula 
pcdornan dalam rangka pelaksanaan rcformasi birokrasi yang ditetapkan 
dengan l'ermenpan RB yang mcliputi pedoman tcntang Pengajuan dokumen 

usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan tunjangan kinerja. 

Oerdasarkan pcraturan perundang-undangan di atas, secara bertahap 
dilakukanlah langkah langkah reformasi birokrasi. Organisasi pcmerintahau 
pusat, baik Kememerian maupun Lcmbaga, adalah yang pertama-tamn 
menyusun rencana (roadmap) reformasi birokrasi sebagai Iangkah awal 

mcmbenahi birokrasi mercka, Kemu<lian disusul secara bcrtahap oleh 

pemerinrahan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupatcn/kota 



Terdapat 3 (tiga) tahapan besar proses reformasi blrokrasi yang hams 
dilaksanakan oleh Kementerian/Le.mbaga, yaitu: 

a. Perencanaan 

b. Pclaksanaan 

c. Monitoring dan evaluasi 

I .2 Aspck Tara l.aksana (&sinr.s,,; Process) llalam Organisasi 
l'enataan ketatalaksanaan tliartikan sebagai pcnataan cara mengurus 

(menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha [perusahaan), Tujuan 
pcndayagunaan kctatalaksanaan adalah mewujudkan '-".lalal<sana yang 
ringkas/simpcl, efektif, efisicn dan transparan serta memberikan pclayanan 
prima dan pemberdayaan masyarakat, Sedang sasaran yang hendak dicapai 
dari pcndayagunaan kctatalaksanaan adalah mcnyeoernanakan dan 
menertibkan sistem tata kelola, prosedur dan mekanisme kerja aparatur 
perncrintahan (Setlarmayanti, 2009:88). 

Menurut Hilton orgarusasi mengendalikan dua uoe proses, yairu proses 
produksi dan proses bisnis. Proses produksi secara Iangsung yang 
menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kcbutuhan 
pelanggan external Scdangkan proses bisnis merupakan proses yang 
mendukung proses protluksi (llilton, 2003). 

suaio urutan pekerjaan yang menggunakan sumbcr daya perusahaan 
guna mendukung proses produksi fAgung dan lmdam, 2014). Business Process: 
Improvement (BPI) dapai dikatakan sebagai sebuah mctodologi peningkatan 
aktivitas bisnis perusahaan secara terorganisir dan terencana. HPI merupakan 
pendckatan terstruktur untuk dapat menganalisa dan meningkatkan aktivitas 

perusahaan secara berkelanjutan. BPI memberikan suaiu sistern yang akan 

mernbantu dalarn proses penyederhanaanystreamunmg dari proses-proses 
bisnis yll.ng dilakukan. Sistcm yang dimiliki oleh RPI ini mcmberikan jaminan 
bahwa pclanggan internal dan eksternal dari organisas.i akan mendapatkan 
output yang jauh lebih baik. Manajemen proses bisnis merupakan pendekatan 
yang ditempuh perusahaan unruk heralih dari organisasi yang bcrorientasi 
departemen (perusahaan yang diorganisasir antar departemcn yang 
tlikclompokkan berdasarkan proses atau fungsi) ke struktur tim yang 
beroricntasi proses yang melintasi batas-batas dcpartemen (Grifin, 2006). 

Proses hisnis juga dapai diartikan scbagai serangkaian Instruuzen untuk 
mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pcmahaman aias 

kctcrkaitan suatu kegiatan (Weske, 2007). Adapun pengeruan lain dari proses 



bisnis (sparx System, 2004) adalah sekumpulan kcgiatan atau aktivltas yang 
dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan 
tertentu. Menurut Hammer dan Champy dalarn Weske (2007) proses bisnis 

adalah sckumpulan kegiatan yang mengarnbit saJah satu atau banyak 
masukan dan menciptakan sebuah ketuaran yang bcrguna bap,i pelanggan. 

Menurul Rummler dan Brache dalarn Siegel (2008) proses bi.snis adalah 
sekumpulan kegiaian dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. 

Kegiatan proses bisnis ini dapat rlilak·uka.,1 baik secara manual maupun 
dengan bantuan sistem rnformasi (Weske, 2007). Dalam sebuah proses bisnis, 
harus mcmpunyai (11 tujuan yang jclas, (2) adanya masukan, (3) adanya 
keluaran, (4) menggunakan resource, (5) rnempunyat sejumlah kcgiatan yang 
dalam beberapa tahapan, (6) dapat mcmpengaruhi lcbih dari satu unit dalam 
organisasi, dart (7) dapat mencipiakan nilai atau value bagi konsumen (Span< 
system, 2004). 

Menurul Weske (2007) scbuah proses bisnis terdirt dari serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dalarn koordinasi di lingl,.-ungan hisnis dan teknis. 

Serangkaian kcgiatan ini bersama-sama mewujudkan strategi bisnis. suaru 
proses bisnis biasanya dlberlakukan dalarn suaru organisasi, tapi dapat juga 
sating berinteraksi dengan proses bi.snis yang dilakukan oleh organisasi lain. 

Hammer dan Champy (1993) menyat.akan banwa proses bisnis 

mcrupakan sekumpulan aktivitas yang memerlukan satu atau lebih 

mnsukan/tnput dan membentuk suaru keluaran/output yang memiliki nilai 

yang diinginkan pelanggan. Menurut Wik;pedia Indonesia, proses bisnis 
adalah suatu kumpulan akrivitas atau pckcrjaan terstruktur yang sating 
terkait untuk rncnyclcsaikan suatu masalah tcrtentu atau yaog menghasilkan 
produk atau layanan demi mcraih rujuao tertentu. Pcngcrtian berbeda 

disampaikan oten Paul Harmon (2003) yang mcnyatakan bahwa proses bienis 

adalah serangkaian aktivitas yang dilakuk>w o!eh suatu hisnis dimana 

mencakup inisiasi input, transforrnasi dari suatu informasi, dan menghasilkan 
output. 

Suatu proses bisnis yang balk harus memiliki tujuan-tujuan seperu 
mengefekti.lkan, mcngcfisrenkan serta membuat kemudahan pada proses­ 
proses di dalamnya. Kincrja perusahaan tergaruung pada seberapa baik proses 
hisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat 

mcnjadi sumber kekuatan kompelitif jika dapat memungkinkan perusahaan 
untuk bcrtnovasi atau untuk mcnjalankannya dengao Jcbih baik dari 

pcsaingnya, Proses bisnis juga dapat rncnjadi kewajiban jika berdasarkan 



kepada cara bekerja yang telah u sang yang mengha langi kewaspadaan don 
disiensi organisasi. 

Charles Coates (1995) mcngungkapkan bahwa proses bisnis merupakan 
delivery sistcm ditambah dimension of time dan ketergantungan dari aktivuas 

dalam perusahaan. Kaia kunci dari definisi di alas adalah sebagai herikut: 
a. l)c,/iucry sisrem mcrupakan rangkaian ketcrgantungan aktivitas 

perusahaan yang terdiri dari aktivitas internal dan eksternal (pcmhdian 
d,111 pernasok] 

b. Dimension of time. Wak!U adalah faktor krusial dari rantai pc:mbcli dan 
peruasok. Keccpatan waktu proses berpengaruh pada peningkatan 
kapasitas kerja sehingga mcnurunkan unit cost pada jum.lah produksi 
yang tinggi. 

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa proses bisnis dipcngaruhi 
oleh rangkaian akttvitas perusahaan secara internal dan eksternal scrta 

tambahan kecepatan waktu proses. 

Menu rut Whitten (2001) analisls proses bisnis acla1'ah kajian dan 

cvaluasi yang dilakukan tcrhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan 
untuk mengidcntifikasi daropak dari kcgiatan tersebut dalam menciptakan 
nilai atau menarnbah nilai rerhadap bisnis perusahaan. Analisis proses bisnis 

merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan pada saat 
pcrusahaan akan rnelakukan rckayasa ulang proses btsnis. Untuk lebih 
menjelaskan to ubungan antara analisis proses bisrns dengan rekayasa ulang 
bisnis, terlebih dahulu kita lihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

dalam rangka melakulcm rekayasa ulang proses bisnis, 

Setiap proses bisnis dianalisis dan diteliti sccara cermai apakah tcrjadi 
bottleneckinq; repeusi atau pekerjaan ulang yang mengakibatkan 
kctidukcfisienan. Analisis dan studi ini dimaksudkan untuk menernukan 

proses blsnls mana yang mempunyal dampak besar terbadap nilai tnmbah 
perusahaan. Tcrhadup proses bisnis terscbut dilakukan pengkajian lcbih 

lanjul untuk rnenemukan adanya kesempatan untuk melalrukan perbaikan 
sehingga memberikan nilai tarnbah bagi perusahaan. Analisis proses bisnis 
merupakan bagian dari rekayasa. utang proses blsnis. Dalam melakukan 

analisis proses bisnis, kegiatan clilakukan hingga tahap kedua sedangkan 

dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, kegiatan ditcruskan hingg,, 
tahap tiga. 



2.2 Tcori Ketatalaksanaan (Husi,ies.s .l'roce:s.s) Dan Administrasi/Manajemen 
Penataan ketatalaksanaan diartikan sebagai pcnataan cara mengurus 

(menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha [pcrusahaan]. Tujuan 
pendayagunaan ketaralaksanaan adalah rnewujudkan 1..Htalak&.1.0a yang 
ringkas/ simpel, dcktif, ensten dan transparan scrra memberikan pclayanan 
prima clan pemberdayaan masyarakat. Sedang sasaran yang hendak dicapai 
dari pendayagunaan kctatataksanaan mialab mcnycderhanakan dan 

mcnertibkan sistem tata ketola, proscdur dan mekanisme kerja aparatur 
pernerintahan (Scdarmayanti, 2009:88). 

Menurut rumusan The Liang Gic yang uikutip Tjokmamidjojo ( 1995:4) 
yang dimaksucl adrninistrasi atlalah segenap proses penyelenggaraan dalam 

sctiap usaha kcrja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan 
tertentu. PriJTm:r dalam Suradinata (1998:3) mengatakan administrasi dapat 
dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan surnber 
manusia/tenaga kerja tlan matcri untuk mcncapai tuiuan yang dikenendaki. 

Siagian (2004:2-3) mendefinisikan administrasi scbagai keseluruhan 
proses keria antara dua orang manusia atau lebih yang didasark.an atas 
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

scbelumnya, Ada bcbcrapa ha! yang tcrkandung dalarn definisi tersebut, 
antara lain: Perturna, administrasi sebagai sent adalah suatu proses yang 
diketahut hanya permulaannya se.<iang akhirnya tidak dikctahui; Kedua, 

administrasi niernpunyai unsur-unsur tertcntu, yaitu adanya dua manusra 

atau lebih, adanya tuiuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas - 

tugas yang harus dilaksanakun, adanya pcralatan dan perlcngkapan untuk 

melaksanakan tugas-tugas itu. Ke tlalam golongan peralatan dan 

pcrlcngkapan termasuk pula wakiu, ternpat, peratatan matcri serta sarana 
lainnya; K•:liga, banwa administrast sebagai proses kerja sama bukan 

merupakan 

timoulnya 
hat yang baru karcna ia telah timhul bersama-sama dengan 
pcradaban manusia. Tegasnya, miministrasi scbagai seni 

mcrupakan suatu fcnorncna soslal. 

Menurut Suradinata (1996:5), suatu kenyaraan bahwa setiap proses 
pcnyetenggaraan clan scnap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah dilcntukan sebelumnya, hakikat administrasi 

yaitu adanya aktivitas seketompok manusia yang mempunyai tujuan tertcmu 

yang dilakukan secara rasional, y;mg mencakup aspck-aspek determinan 
sebagai bcrikut: 



a. Manajemcn, proses kcgiatan menggerakkan sr.kelompok orang dan 

menggerakkan segala Iasilttas yang tersedia untuk mencapai tujuan 
tertcntu. 

b. Organisasi, proses kegiatan ditat'1/diatur menurut sifat, bidang, jenis 
urgensinva, kcgiatan selaku pi.mpinan, bantuan star, maupun pelaksana 
operasional. Proses keglatan tersebut mcrupakan system usaha kerja 
sama seketompok manusta sec..tr .. -t rasional uruuk mcncapai tujuan yang 
tetah ditentukan. 

c, Komunikasi, adanya hubungan, interaksi, koordinasi yang bcrkaitan 
dcngan pelaksanaan tugas. 

d. Kepegawaian, pengaiuran anggota organisasi yaitu proses pcrcncanaan 
tormasi, penyaringan, selcksi, pengangkatan, peng�ajian, pcnugasan, 
pernbinaan, maupun pembernentian. 

e. Perlengkapan, proses pengadaan perbekalan. penggunaan atat, 
pcrawatan sampai pada pcnghapusan inventans. 

f. Keuangan, proses kegiatan yang berhubungan dengan uang, kcrtas 

berharga yang dilakukan antara lain juru bayar, bendaharawan, 
otorisator maupun aktivitas Iainnya yang berhubungan dengan uang. 

g. Sckretariat, proses kcgiatan yang dipimpin oleh seorang kepala 
sekretariat atau sekretaris, sebagai staf yang mcncakup Iungsi 
pelayanan termasuk rara usana, 

h. l.iny,Jtungan, keadaan luar yang mempengaruhi organisme dan 

unorganisme baik Iingkungan bersifat internal maupun eksternai, 
bahkan hubungannya dengan pengaruh globalisasi. 
Suradtnata (1998:1) rnengemukakan bahwa adminiatrasi ncgara atau 

public administr()tivn sebagai scgala kegiatan atau proses umuk mencapai 
tujuan negara yang relah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam 
suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi 
dalam suatu negara, oleh karena itu administrasi negara mencakup berbagai 
aspck kegiatan termasuk proses suatu •spr.sit>.$' dalam lingkungan 
pemerintahan yang mempunyai rnakna sebagai kegiatan manusia yang sali.ng 
berkaitan rtengan yang lainnya. 

Adrninistrasi negara yang merupakan hagian/ spesiee dari administrasi 

tidak dapat lepas hubunganuya dcngan fungsi pemerintahan, setiap Negara 
termasuk Indonesia mengenal adanya pcrbedaan Iungsi-Iungsi politisi dan 

administrasi dari dalam pemerintahan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat 
dari 'l'jokrorunidjojo {1995:1-2) ynng menyatakari bahwa administrasi Negara 



adalah manaiemen dan organisasi daripada man usia dan peralatannya gun a 
mencapai tujuan-tujuan Pcmerintah. 

Tujuan penataan ketatalaksanaan adalah mewujudkan tata laksana 
yang ringkas/ simpcl, efektif, efisicn, dan tronsparan serta memberi pdayanan 
prirna dan pembcrdayaan masyarakat, Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan 
pada peru bahan sistem manaiemen dengan konsep rnanajemen modem agar 
cepat, akurat, pendek jaraknya dan pcrnanfaatan teknologi modern di 
Hngkungan instansi pemerintah. 

l<eforrnasi dilakukan untuk mcmbentuk organisasi yang dapat 
mcmcnuhi tuntuian kebutuhan hidup masyarakat, diantaranya mewujudkan 
pelayanan prima. Setiap pimpinan dalam menghadapi tantangan, diharapkan 
mcnggunakan stratcgi yang tepat dalam hida,1g manajemen, disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi lingkungan di tcmpat tantangan tcrsebut berada. 

lndikator yang digunakan untuk mcngevaluasi penataan ketatalaksanaan 

melipuu: a) Ketepatan penyusunan jabatan/ penugasan; bj Pengelolaan arsip 
dan sisdur; c) Penggunaan teknologi informasi; dan d) Peningkatan 
kemampuan penggunaan tcknologi informasi. 

3.2 Disnis Proses Dalarn Reformasi Birokrasl 

&uah satu area perubanan dalarn rerormasi birokrasi yan_� wajib 
dilaksanakan oteh kemenlerian/lr.mbaga/pemcrintah daerah adalah penataan 
tata laksana. Tata laksana secsra sederhana kita artikan sebagai bisnis 
proses. Pemetaan bisnis proses merupakan dasar untuk membangun standar 

operasional proscdur (SOP) yang efektif dan terintegrasi. Dokumen SOP yang 
dibangun pada ketncntcrian/lemba.e;a/pcmerintah daerah adalah bentuk nyata 
dalam pelakeanaan reformasi blrokrasi guna meningkatkan kualttas 

pelayanan publik. Sering kali standar operasional prosedur (SOP) dipandang 
sebagai suatu hat yang remeh dan memiliki pcran yang minimal terhadap 
sukses organisasi, SOP sering dianggap scbagal urusan staf pelaksana clan 
bukan urusan pimpinan organisasi. 

Berikut akan dijclaskan bagaimanu peran SOP yang merupakan 
dokumen opcrasional, mampu mcwujudkan hal-hal straregis yang menjadi 
kepcdulian pimpinan organisasi. Dengan demikian organisasi 
kemcntcrtan/Iembaga/pemerintah daerah dapat mernbangun pera bisnis 
proses dan kemudian menyusun SOP secara komprehensif dan terintegrasi 
dalarn wujud pclaksanaan reforrnasi birokrasi. 

&Jak tahun 2005 yang lalu, reformasi birokrasi menjadi salah saru 



pnoritas daJam Rcncana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rl'JM 
2010-2014, dilanjutkan RP.JM 2015-2019 yang kcmudian dijabarkan kc 

dalarn RKP setiap tahunnya. Namun hingga kini, upaya perbaikan birnkrasi 
bclurn mernberikan hasil yang scsuai dengan yang diharapkan, Reformasi 

birokrasi pemerintah sckurang-kurangnya mencakup tiga elemen utama yaitu 
kclembagaan, kctatalaksanaan tcrmasuk pcnganggaran, dan sumber daya 
manuslanya (SUM aparatur). Kctiga elemen tersebut saling terkait <Ian 

mempengaruhi, artioya kclcmahan pada satu aspek akan mcmJl"ngaruhi 
kedua aspek Iainnya, Karena itu, reformasi oirokrasi di Indonesia harus 
menyentuh ketiga aspek terscbut, dan dilakukan secara bersamaan. 

Rcformasi birokrasi merupakau prioritas utama pelaksanaan 
pernbangunan nasiona! yang bertujuan untuk metakukan pcrubahan 
sistematik dan tcrcncana menuju tatanan administrnsi pemerimahan yang 
lebih baik guria mcningkatkan kincrja aparatur ncgara. yang profcstonat, 
c;fe�'t.it; etisien, <fan akuntabel dalarn rangka mcwujudkan Lala pcrncrinrahan 
yang baik sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tcntang 
Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Nasional (RPJPNJ 2005-2025. Pada 
dasamya rcformasi birokrasi merupakan suaru upaya yang terencana dan 

sistematis untuk mengubah struktur, system, dan nilai-nilai dalam 
pemcrintahan menjadi lebih baik dart sebelumnya. 

Untuk melaksanakan retormasi birokrasi, Pemcrintah telah mcnctapkan 
Peraturan Presidcn Nornor 81 Tahun 2010 tenlang Grand Design Rcfonnasi 

Birokrasi yang mc:nguraikan mengcnai vtsi, misi, tujuan dan sasaran, scrta 

area-area pcrubahan yang ingin direform mcnyangkut seluruh aspek 
manajemen pemcrintah, yanu: organisasr, tata Iaksana, sumbcr daya 
manusla, peraturan perundang-undangan, pcngawasan, akuntabilitas, 
pelayanan publik, clan budaya kerja (culnirr. ser dcm mind ""1). Sedangkan 

langkah-langkah sistemaus yang harus ditcmpuh untuk mcwujudkan 
bcrbagai sasaran yang telah disebutkan dalam !)Tcmcl desiqn; diuraikan dalam 

road map yang ditctapkan dengan Peraturan Menteri PAN!-11! Nomor 20 Tahun 
2010 dun telah dipcrbaharui dengan Permcnpan Nomor 11 Tahun 2015 

tcntang Roacl Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019. 

Kernenterian/Icmbaga dituntut untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar lcrhadap sisiem penyelenggaraan pemerintahan 
terutama menyangkut aspek kelembagaan [organisasi), ketatalaksanaan 
( busines» process), dan sumber n,aya manusia di lingkungan 
kementcnanyIcmbaga/ pernerintah sesuai dengan pcdoman. 



tlerikul ini adalah gambarnn kerangka kerja reformasi blrokrasi: 

tMJ--� 
' 

Gambar 2.3 Kersngka Kerja Refonnasi Birokrasi 
Sumbcr: Mcntcri Pemberdayaan Aparatur Negara, 

Kcrangka Kerja Reformasi Dlrokrasi, 2005 

Sasaran pcru bahan da.lam rcformasi birokrasi adatah mind set dan 
perubahan budaya kerja menjadi budaya kerja yang lcbih cfcktil' dan efisien 

menyasar pada pcncapaian kinerja. Perubahan budaya kerja ini didukung 
dengan perubahan sistern manajcmen/tata kelola pemerinlahan mcnjadi 
sistcm manajemen bcrbasis kine,ja. Bebcrapa metode yang digunakan di 

dalarn mereformasi birokrasi adalah: rcstrukrurisasi organisasi, simplifikasi 
dun otomatisasi, scrta penerapan nilai/budaya kerja yang berbasis kinerja. 
Tujuan akhir dari penerapan rcformasi birokrasi adalah pemcrintahan yang 
baik (good gow.mcuire) didukung oleh birokrasi yang bersih, cfcktif, efisien, 
dan produktif. Di dalam reformasi birokrasi, scperti teruhat di gambar di atas, 
terdapai delapan area perubahan yang direncanakan, yaitu sebagaimana tabel 
bcrikut ini: 

... WT- ... - 

. '. ' '• . �. . . •' '. . ' 



Tabel 2.1. 
Area Perubahan Reformasi Dirokrasi 

ticiak tumpang tilldih dan 

kebutuhan dan harapan 

dan kinerja yang tinggi 

dan akuntabilitas kinerja 

ur kerja yang jelas, efekTif, 
dcngan prinsip-prtnstp guod 

Diharapkan 
gsi dan tepat ukuran (right 

nntegritas, nctrnl, kompetcn, , 
erja tinggi dan scjahter.a 

ggaraan pemerintahan yang 

Area Hasil Yang '-· - Organisasi Organisasi yang tcpat fun 
sizing) 

.. 
Tatalaksana Si stem, proses dan prosed 

efisicn, terukur dan sesuai 

{)()1,e.ma.nce 

Peraturan Rcgu lasi yang lchih terub, 
Perundang- kondu�if 

undangan 

Surnber daya SUM aparatur yang be . 

manusia aparatur o:,pablc, profesional, herkin 

Pengawasan Meningkatnya penyelen 

bersih dan bcbas KKN 
Akuntabilnas Meniligkatnya kapasitas 

birokrasi 

l'dayanan pu blik Pelayanan prima scsuai 
masyarakat 

Pola pikir (mind Birokras! dengan intr.gritas 
set) dan Budaya 
Kcrja ( culture sel) 
Aparatur 
L 

Sumber: Peraturan Prcsiden tentang Gra,«J Design Reformasi Hirokrasi 2010- 
2025 

<ioo<l governance dapar dimengcrti sebagai scbuah cara untuk 

memperkuat. "kerangka kcrja institusionat dari pemcrintah". Dengan demikian, 
dapat kita paharni juga bahwa salah satu tindakan memperkuat kcrangka 
kcrja tersebut adalah dengan melakukan rcformasi birokrasi. C,c,od governanc,, 

dapat dipahami melalui scjumlah ciri scbagai berikut: 

a. Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai 

pertanggungiawabannya. 

b. Transparan, artinya harus tcrsedia informasi yang mr.madai kepada 
masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kehijakan. 

c. Rcsponsif, .artinya dalam proees pcmbuaran rlan pelak.sana.an kcbijakan 
harus rnampu melayani semua stakeholder. 



d. Setara dan inklusif, artinyn seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali 
harus mempcroleh kesemparan dalam proses pembuatan dan 
petaksanaan seouah kebijakan. 

c. Rfektif dan cfisien, artinya kebijakan dihuat dan dilaksanakan dengan 
rnenggunakan sumber daya yang tersedia dengan earn yang terbaik. 

f. M<:ngikuti aturan hukum, artinya dalam proses pc:mbuatan dan 

pelaksanaan kebijakan membuiuhkan kerangka hukum yang adil dan 
ditegakkan. 

� Partistpatif, artinya pernbuatan dan pelaksanaan kcbijakan barus 
mern buka ruang bagi keterlibatan banyak actor. 

h. Berorientasi pada konsensus (kcsepakatanj, artinya pcmbuatan dan 

pelaksanaan kehijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di 
antam pan, akror yang terlibat. 

Salah satu area perubahan yang menjadi sasaran dalam reformasi 

birokrasi adalah perubahan tata laksana organisasi 
kemcnt<:rian/lembaga/pcmcri.ntah daerah. Hentuk nyata perubahan tata 

laksana ini adalah tcrwujudnya stander operasional prosedur (SOP) yan,� 
mampu menjadi landasan dalam pelayanan publik yang lebih optimal. 
Penyusunan standar operasional proscdu r (SOI') mcrupakan salah satu upaya 
yang tepat dalam rangka rnewujudkan reformasi birokrasi dan mcncapai 
kepemcrintahan yang haik [qwcl gouernnnc,,.). Penyusunan Standar 
Operasional 1-'rosedur (SOP) di setiap unit kerja memang dapat membantu 
pelaksanaan pclayanan kepada masyarakat untuk semakin efektif dan efisien, 
namun ha! terscbut akan tercapai apabita penyusunan SOP dilakukan dengan 
baik dan tcpat, serta dilaksanakan dengan baik sesuai komitmen dart seuap 
unit kcrja dan daiam pengawasan yang baik pula. 

Untuk mendapatkan SOP yang tcrintegrasi dalarn suatu sistem tata 
laksana organisasi kcmP.nterianikmbaga/pemerinu1h daerah, maka 
diperlukan pemetaan bisnis proses (peta lat.a laksana). Tujuan pcnataan Lala 

laksana (busine,:s process) adalah mcmberikan acuan bagi 
kementerian/lembaga dan pemerintah dacrah untuk mcmbangun dan mcnata 

tata laksana (business prooess] dalarn rangka mcmberikan dasar yang kuat 

bagi penyusunan standard operating procedures (SOP), tcrmasuk standar 
pclayanannya, yang lcbih sederhana, efisicn, efeklif, produktif, dan akuntabcl. 

Pclaksanaan reformast birokrasi diarahkan pada perbaikan bisnis proses yang 
meliputi kcgiatan penyusunan standar opcrasional prosedur (SOP) agar 



seluruh prosedur pemcrintanan mcmilikl prosedur baku yang efisien, efektif, 
akuntabel, dan transparan. SOP juga bcrfungsi scbagai landasan kinerja 
birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. 

Penyusunan standar operasional prosedur (S0f1 merupakan salah satu 

upaya yang tepat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi menuju 
kepemerintahan yang balk (good governance) dengan mengacu pada Asas-Asas 
Um um Pemerintahan yang Baik (AU!'5) yang meliputi: 

a. kepastian hukum; 
b. kemanfaatan; 
c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 
e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 
f. keterbukaan; 

g. kepentingan umum; dan 
h. pelayanan yang baik. 

Kementerian !'AN dan RB tclah merumuskan road map pcmctaan bisnis 

proses secara nasional. Road map pcta bisnis proses secara nasional tersebut 
dibagt menjadi cmpat level yaitu: 

a. Level I, yaitu bisnis proses mcnggambarkan hubungan pcmerintah pusat 
dan pemerintah dacrah yang diharapkan dapat dimasnkkan ke dalam 
bentuk rancangun undang-undang. 

b. Level 2, yaitu bisnis proses antar kementerian/Iembaga y-ung bersifat 

tematis, misal; perekononuan, kesra, kemaritiman, dan lain-lain. 
c. Level 3, yanu bisnis proses (SOP Mal.To) antar-unit kerja [satker] dalam 

satu kemcntenan/Iernbaga, 
d. Level 1, yaitu bisnis proses (SOP Mikro) dalarn satu unit kerja (satker] 

dalam saru kementenan/tembaga. 

Pcnegasai1 untuk melakukan pcnyusunan WP semakin diperkuat 
dengan ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Pcmerintahan (lllJ Nomor 
30 Tahun 2014) yang memerintahkan agar ptjabat pemerintahan sesuai 

dengan kewenangannya wajib menyusun dan mclaksanakan pcdoman umum 

standar operasiorial prosedur pembuaran keputusan. Rahkan dalam undang­ 
u ndai,g ini ditegaskat1 pula banwa pedoman umum standar operasional 
prosedur pembuatan kcputusan wajib diumumkan oleh badan dan/atau 
pejabat pcmerintahan kcpada publik rnclalui media cetak, media elcktronik, 



dan media lainnya. Kernentcrian PAN dan RB Lelah menetapkan Peraturan 

Mcnteri PAN dan .RD Nomor �5 Tahun 20 l 2 tentang Pedoman Penyusunan 
Smndar Opcrasional Prosedur (SOP) Aclministrasi Pemerintahan yang 
dimaksudkan scbagai pedoman h;,gi seluruh instansi pemerintah balk di 
pusar maupun daerah untuk melakukan pcnyusunan SOI' berdasarkan tugas 
pokok dan fungsinya masing-masmg. 

.Jadi, Permen PAN l<J:l Nomor 35 Tahun 2012 udalah bentuk pedoman 
dalarn rucwujudkan bisnis proses level 4, yaitu rangkaian kerja antar unit 
kerja (salker) dalarn satu Kcmenterian/Lcmbaga yang berbentuk dokumcn 
SOI' yang dikenal dcngan SOP Mikro. Dalam Peraturan Presidcn Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Organisasl Kementerian Negara, pada pasal 79 tertulis; 
kernenterian harus rnenyusun peta bisnis proses yang mcnggambarka.n tata 

hubungan kerja yang efektif dan cflsien antar-unit organisasi di lingkungan 
kemcnterian masing-rnasing. Dengan demikian, dalam PerPrcs Nomor 7 Tahun 

2015 ini mewajibkan scrnua kementcnanytembaga wajih membangun peta 
blsnis proscsnya masing-masing yang merupakan bemuk pcrwujudan dari 
bisnis proses level uga dalam road ump bisnis proses di atas, Kementerian PAN 

dan l<l:l scndiri telah mcncrapkan Peruturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Pcnyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang 
menjelaskan pcran peta bisnis proses dalam memperbaiki kinerja pelayanan 
publik melalui pengembangan dokumen SOP. 

rcnataan taia laksana (/J11.Siness process) dilakukan melalui semngkaian 
proses analisis dan perbaikan tata laksana berrujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivuas sistcm, proses, dan prosedur kcrja yang jelas, efektif, 
efisien, dan terukur pada masing-masing kemcntcrianj'Iembaga dan 
pcmerintah dacrah. 

4.2 Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pcmerintah 

Mcnurut Peraturan Menteri Pcndayaguoaan Apararur Nq�ar-J dan 
Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2018 tcntang Penyusunan Peta Proses 

tlisnis Instansi Pemerimah, Reforruasi birokrasi merupakan suatu upaya yang 
terencana dan ststernatis unruk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nita! 

dalam pemcrintahan menjadi lcbih baik dari sebetumnya. h:fek'Tivitas dan 

efisiensi birokrast sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan olch 

birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbeltt­ 
belit clan tumpang-tindih antara satu unit organtsasi dcngan unit organisasi 
yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Olc:h 



karena itu, setiap unit orgarusasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu 
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai 
visl, misi, dan tujuan organisasl. 

Peta proses bisnis merupakan aset tcrpenting organisasi yang 
mcngumpulkan seluruh inforrnasi ke dalam saru kesatuan dolrumeu arau 

database organisasi. Dcngan dernikian, !l!cnjadi sebuah keniscayaan untuk 
melibatkan seluruh elemen organisasi datam pcnyusunan pcta proses bisnis 

uutuk memastikan akurasi tlan kclengkapan dari proses bisnis yang 
digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi, 
Tujuan penyusunan pcta bisnis proses adalah agar seuap instansi pemr.rintah: 

a. rnampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efeklif dan efisicn; 
b. mudah mengomunikasikan baik kcpada pihak internal rnaupun 

cksternal mengcnai proses bisnis yang tlilakukan untuk mencapai visi, 
misi, dan tuiuan: dan 

c. mcrniliki aset pengetahuan yang mengintcgrasik.an dan 
mendokurnentasikan secara rind mengcnai preses bisnis yang 
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengctahuan ini 

menjadi dasar pengarnbttan keputusan strategis terkait pengembangan 
organisasi dan sumber daya manusia. serta penilaian kincrja. 

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: 

a mudah mclihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu 
proses sehingga solusi pcnyernpurnaan proses lebih tcrarah; dan 

b. mcmiliki standar pd,iksanaan pckcrjaan sehingga memudahkan dalam 
mengendalikan dan mcmpertanankan kualitas pelaksanaan pekcrjaan. 

2.1.2 Ruang Lingkup 

Penyusunan peta proses bisms dilaksanakan olch seluruh instansi 

pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi 
selurun kcgiatan di lingkungan instansi pcmermtah pusat clan pemerintah 
dacrah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis 
dan rcncana kerja organisasi. 

2.1.3 Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis 

Penyusunan peta bisnis proses harus rnemenuhl beberapa prinsip 
sebagai berikut: 



a. Dcfinitif, yakni suatu pcta proses bisnis harus m�miliki batasan, masukan, 
sorta keluaran yang jelas, 

b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang 
berurutan sesuai waktu dan ruang. 

c. Pelanggan atau pcngguna lavanan, yakni pelanggan akhir mencrima basil 
dari proses linras unit organisasi. 

d. Nilai tambah, yakni transformasi yang tcrjadi dalarn proses harus 
membenkan nilai iambah pada penerima. 

e. Ketcrkaitan, yakni suatu proses tidak dapat bcrdiri, melainkan harus 
terkait dalam suatu stru krur orgarusast. 

f. Fungsl silang, yakni suatu proses mcncakup basil kerja sarna beberapa 
fungsi dalam satu organisasi. 

g. Scderhana reprcsentanr, yakni mewakili scluruh aktivitas organisasi ranpa 
terkecuali dan digambarkan secaru sederhana. 

h. Konsensus suhyektif, yakni disepaka.ti oleh seluruh unit organisasi yang 
ada dalam ruang lingkup instansi pemcrintan. 

2. 1 .4 Tahapan Penyusunan Peta Proses I lisnis 

Pcnyusunan pcta proses bisnis di lingkungan Instansi pemerintah 
dilakukan metalui 4 [empat] tahapan yaitu: 

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan 

Langkah awal penyusunan peia proses bisnis yaitu melakukan 

invcntarisasl rencana kerja jangka panjang, rcncana kerja tahunan, visi, 
misi, mjuan dan sasaran Instansi pemerintah sehingga dapat diketahui 
aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang adi> dalam Instansi pcmcrint.ah 
terscbut. Proses kcrja/akuvuas tersebut kemudian dikategorikan ke 
dalam kelompok (fi>klmj kcgiatan. Dalam pengelompokan seluruh 

aktivitas/proses kerja/kr.giatan yang dilalrukan nl�h instansi pemerimah 
ada 3 (liga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: 

o. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan 
berdasarkan unit organisasi. 

b. Pengelompokan didasarkan pada sr.luruh kegiat;m/aktivitas/proses 
kerj<i yang dilakukan di dalam instansi pcmerintah, 

c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan muda.h 
diimplemcntasikan. 



Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan 
informasi dan pengo.rganisasian. 

a Tahap Pengumpulan Informasi 
Tahap pengumputan informasi terdiri dari informasi primer 

dan informasi sekunder. lnformasi primer adalah informasi yang 

didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung 
jawab proses. Dalarn proses wawancara dcngan pcnanggung jawab 

proses, perlu didisku sikan mcngenai tuj uan proses, rcsiko yang 
mclckat pada pclaksanaan proses, alat kcndali yang digunakan 
unruk mengonrrol pcnc .. apaian tujuan proses, sena alat ukur yang 
bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan 
proses. lnformasi sekunder bisa didapatkan melalui dokurnen 
rencana sirategis, Laporan Kinerja, tu .. gas dan rungs! organisasi. 

I3eberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun pcta 

proses bisnis antara lain infonnasi terkait dengan supplier, input, 
proses, output, dan customer. Teknik analisis terkait Iangsuog 
dengan teknik pengambtlan data yang dilakukan. Uraian masmg­ 

masing tcknik adalah sebagai berikut: 
• Analisis kausal, relaah hubungan logis antara pernyataan, 

fakta atau data dan informasi yang dipcrolch. 

• Klasiflkasi proses, memilah-m.ilah data/informasi atau fakta 
yang terkumpul sesuai dengan delinisi proses inti atau proses 
pendukung 

• Pernodclan proses, pernbuatan rumusan peia proses bisois 
dengan Teknik pen�mh::tr,=m alur haik secara manuaJ 

maupun menggunakan program aplikasi. 

b. Tahap Pengorganisasian 

Uipcrlukan tahap peugorganisasian dalam melakuk.an 
penyusunan peta proses bisnis, aotara lain: 

• Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis 
instansi pemerintah dilakukan oleb kelompok kerja yang 

terintegrasl dalam tim Reformasi Oirokrasi Internal (RBI) 

rnasing-masing tnstanst pemerrntan yang dipimpin olP.h 

pimpinan instansi pernerintah. 

• Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta 

proses bisnls instansi pemerintah dilakukan olch unit 



organisasi yang menangani urusan di bidang tata taksana. 

2. Tahap l'engcmbangan 
Dalam tanap ini akan dilakukan pcnyusunan peta proses bisnis 

organisasi atau business process mapping. Untuk dapat memoangun 
pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, mah-a dipcrlukan 
pengctahuan dan pemaharoan rnengenai proses yang akan dipetakan. 
Demi mcmudahkan penggambaran pcta proses bisnis, maka peta proses 
bisnis dapat dibedakan menjadi bebcrapa level aiau rtngkaran (level 0, 

level J, level 2, dan sclanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu pcta proses, 

subproscs, retasi, dan lintns fungsi. 

a. Pcnyusunan Peta Proses Oisnis Menggunak.an Level atau Tingkatan 

Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah rnerupakan 
keseluruhan rangkaian alur keria yang saling berhubungan dalam 

rangka mencapai visi, rnisi, dan tujuan. Penyusunan pcta proses 
bisnis dimulai dari visi, mist, dan tujuan yang kemudian 

diturunkan ke dalarn fungsi dan proses bisrus untuk mencapainya, 

Masing-masing pcm proses bisnis yang .teridentimrasi kcmudian 

dijabarkan lebib lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikurnya 

yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses 

bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung 

pada kompleksitaa dari masing-masing proses bianis. 

Tahapan u ntuk penyusunan peta proses bisnis di dalam 

instansi pemcrintah adalah sebagai berikut; 

• Mengjdentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan 

berdasarkan rnandat dari visi, misi, dan. tujuan. 
• Mengidenlifikas.i fungsi berdasarkan analisis dokumen 

pendukung dan anansis visi, misi, sena tujuan, 
• &tiap fungsi yang tclah diidcntifikasi selanjutny,, dijabarkan 

menjadi bcbcrapa proses bisnis untuk mcndukung 

pela ksanaan fungsi tersebut, 



I tirarki proses bisnis mcrupakan scbuah rangkaian dart aktivitas saru ke 

akttvttas benkurnya yang dapat digambarkan berikut ini. 

Peto Proses 
8ist1fs Level O 

fungsi I 

Peto Proses 
lisnis Lewi O 

Fvngsi B 

Peto Proses 
li1mi, Level n 

Peto Proses 
llsnis LeV91 n 

Gambar 2.4 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunak-an Level atau Tingkatan 

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan 
tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level I, sampai dengan 
peta proses bisnis level ke 11, dapat dijclaskan sebagai berikut: 

1) Level O 

Merupakan pcta proses hisnis yang mcrnuat scluruh proses bisnis 

instansi pemerintah yang tcrdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis 

manajcmcn, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level O 

merupakan turunan langsung dari visl, misi, serta tujuan yang ingin 

<1if'.Af)Ri. Di dalarn menentukan peta proses bisnis level O. mcngacu 

kepada dokumen rencana strategis organisasl, dolrumen tugas dan fungsi 
organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yan_� menggambarkan 
keluaran utama yang dibutunkan oleh pernangku kepentingan. 

a) Proses Inti 
Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai urama. 

PrOSC$ inti memenuhi kritcria sctmgai bcnkut: 
• Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna ckstcmal dan 

internal instansi pemerintah; 



• berpcngaruh Iangsung rerhadap kcberhasilan instansi pemerintah dalam 

mencapai visi, rnisi, dan strategi organisasi; dau 
• mernberikan respon langsung terhadap permint.aan dan memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

b) Proses Pendukung 
Proses pendukung adalah proses uniuk mcngelola opcrasienal dari 

suatu sistem dan mcmastikan proses inti berjalan dengan baik, Proses 

pendukung memenuhi kriteria sebagai bcrikut: 

• Memenuhi kebut.uhan pengguna internal; dan 

• membcrikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. 

c) Proses Lainnya 
Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung 

dcngan proses inti namun mcnghasil.krul nilai manfaat bagi pemangku 

kepentingan ekstemal. Proses lainnya memiliki kritcria yang 

mcmungkinkan aktivitas pada proses hcrjalan lehih optimal. 
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Gamhar 2.5 Contoh Peta Proses Oisnis Level O 

2) Level l 
Mcrupakan penjabaran lehih rinci dari peta proses bisnis le-•el O. 

Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing­ 

rnasing proses di level 0. 1.e.vd l menggambarkan peta proses bisnis yang 
ditakukan oteh unit organisasi dan keterhubungan antara saru proses 

dengan proses lainnya. 



Proses S3 Pr<>SES S.1 Proses S.2 
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Gambar 2.6 Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 

3) Level Sclanjutnya (Level n) 
Merupakan peujabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang 

ada. 
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Gambar 2. 7 Conteh Peta Proses J lisnis Level Selanjutnya (i,evr.l u) 

b. Pcnyusunan Peta Proses Uisn is Mcnggunakan Jcnis Gambar Peta. 

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis 

garnbar peta tercliri atas peta proses, pew subproscs, peta 

hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat 

ditempuh unruk memetakan proses di dalam sebuah organisasi 

mcnggunaka.n jcrrie gambar peta adalah sclxlgai berikut: 

• ldentilikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipctakan 
berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi 

pemcrintah, 
• analisis sasaran strategis daiam t<enstra rtan dijabarlran 

menjadi daftar kegiatan; 



• kategorikan kegiatan kc dalam rumpun kegiatan/proses kcrja 

menjadi peta proses bisnis; 
• setiap kelornpok peta pro= diuraikan tlalam peta subproses; 

• setiap pets subproses menjadi dasar untuk menyusun peta 
lintas Iungsi (cTO!S$ funcsionae yang menggambarkan rangkaian 

kerja suatu proses beserta unit organisasi: 

• untuk dapal membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka 

diperlukan peta hubungan ( relalio,IShip map! 

menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk 

setiap subproscs yang ada; dan 

• hcrtlasarkan peta lintas fungsi (cm.s.s-funclional mapj SOP 

dapat dibuat dcngan rincian siapa, melakukan apa, dengan 

cara bagaimana [mctodel, kritcria yang harus dipcnuhi, dan 

mutu baku. 

f'enjelasan sccara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkao jenis 

garnbar peta adalah sebagai berikut: 
a. Peta Prosc-s 

J) ldentifikasi peia proses: 
a) Untuk idenullkast peia proses dapat dilakukan brainstorming 

dcngan pimpinan. Proses pcrtama yang harus diidcntifikasi 
adalah proses inti yang bcrnubungan Iangsung dengan 

usana organisasi dalam rnemenuhi pcrmintaan pelanggan 
atau berhubungan langsung tlengan tugas pokok tlan fungsi 

ut.ama organisasi; 
b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identiJikasi 

proses pcndukung yang terdiri dari pentlukung utama y-,1ng 

mendukung !angsung proses inti tlan pendukung umum 

y-,ml( mendukung seluruh proses tlalam organisast; 

cl tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses y-<lllg 
berhubungan dengan persyaratan stnndar yang diadopsi; 

dan 
d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang 

berhubungan dcngan stratcgi perusahaan yang akan mr.m.icu 

seluruh operasional organisasi datam menjalankan misi dan 

visinya, 



2) ld�ntifikasi pernilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah 

unit organis:,si yang tcrlibat di dalamnya, 

3) oomoar pcta proses dengan prinsip SUpplicr·b,put-Process-Ourput 

Customer (Sil'oC). 

4) Finalisa<>-i peta proses. 
PETA PROSES BISNIS IHSTANSI PEMERlNTAH A 
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b. Peta SUb-Proses 

l) Identifikasi peta suoproses: 

a) Unt.uk idcntifikasi peta subproses dapat dilakukan 

brainstorming dcngan pimpinan-pimpi:nan. Proses pertama 

yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lcbih 
teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan 

proses lainnya sesuai kcbutuban; dan 

b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam 
identiflkasi sub business process, apabila ada pckerjaan 

yang dilakukan tctapi tidak tercantum rnaka revisi dan 

lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya; 

2) ldcntifikasi pernilik subproses, pernilik subproscs yang 
dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya. 

3) Grunbar peta subproses dcngan prinsip SUpplier-Tnput-l'rOOP.ss 

Output Cuswmer (Sil'oC). 



Gamb'1r 2.9 Prinsip Sll'OC 

4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dcngan proses­ 

proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses 

sebelumnya. 

----PROStS S _ .. , 

Gambar 2.10 Contoh Pela Subproscs Bisnis 

c. Peta Rdasi 
Peta relasi (Relations/tip Map) adalah pcta yang mcnggambarkan 

dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang 1erlibat dalarn senap 

proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis, l'cta relasl ini 

penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam 
mengerjakan suatu proses seningga rcrcapai output yang 

ditentukan. 

1) Herdasarkan pcia proses yang didapatkan pada bagian awal 
maka untuk memhuat peta relasi, dapat dibuat dengan 
memasukkan nama-nama unit organisasi yang tcrlibat di dalam 

setiap proses dnn subproses: 
2) peta rclasi dihuat dengan card menuliskan seuap unit 

crganisasi yang terlibat <lalam sctiap proses pada peta bisnis 

proses; 

3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkin.kan 

memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta 

subproses yang telah dihuat sebelumnya; dan 



4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker­ 

satker yang ierlibat dalam setiap prosesnya. 
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Gambar 2.11 Conteh Penggcunbaran Peta Relasi 

d. Peta Lintas Fungsi 
Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang 

menggambarkan rangkaian kerja Iintas unit/fungsi yang saling 

berhubungan dan mernbcntuk suatu proses kerja. Berikul 

merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi: 

1 i Oambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suaru bans 
untuk menuniukkan fungsi-Iungsi yang terlibat di dalam 

proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles./pcnm; 

2) tuliskan narna unit organisasi yang terlibat, dimulai dcngan 

pihak yang berintcraksi l,ingsung (baik internal maupun 

ekstemal) untuk posisi paling alas, dilanjutkan dengan unit 

organisasi lain yang memitiki hubungan paling dekat dcngan 

pihak tersebut; 
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3) identifikasi Jangkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari 
mastng-rnasing pihak dalarn unit organisasi kcmudian 1.uliskan 

pada peta narna proses/ aktivitasnya dan pemilik proscsnya 

dcngan mengacu pada peta hubungan (Re/,.li<J11Ship Mapj; 

r C:::J D ----------- 
&101'\ It L "] � I _..., 

---� ------- 
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4) laku kan idennfikast ulang terhadap langkab kerja yang tertuang 

dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan 

disepakati oteh setiap satker terkait; 
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5) bcri keterangan oogi semua masukan dan kcluaran untuk 

mclengkapi peta; 
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3. Tahap l�:nerapan/lmplementasi 

I'cnerapan pc La proses bisnis d ikendalikan oleb unit organisasi 

yang secara fungsional membidangi tatalaksana, Penerapan peta proses 

bisnis meliputi: 
a. Pengesahan Peta Proses Bisnis 

l) Peta proses bisnis yang dihasllkan perlu mcndapatkan 

pengesahan sebelum ditcrbitkan; dan 

2) pimpinan inslansi pemcrintah menciapkan peta proses bisnis 

Instansi pernerintah sebagai basil penyusunan pera proses 

bisnis dengan surat keputusan. 

b. Pendistribusian Peta Proses Bisrris 

1) Pendistribusian pcta proses bisnis dilakukan mclalui hard copy 
dan soft copy; dan 

2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan l (satu) set peta 

proses bisnis induk scbagai master file dari sistem 

ketatalaksanaan organisasi. 
c. Pcuyilnpanan, Penernpatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisrus 

1) Scmua unit organisas! menempatkan peta proses hisnis pada 
area kerja yang mudah dilihat, dlcari, dan dibaca olen 

pengguna; dan 

2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi 

pengcndali wajib menarik peta proses hisnis yang tidak berlaku 
dan rncngupdate dengan dokumcn yang terbaru. 



d. Perubahan Peta Proses 1::nsnis 

1) reruoahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan 

karcna tcrjadinya perubahan arnh strategis inst.ansi 

pemerintab [visi, misi, dan strategil yang berdampak pada atau 

mengakihatkan perubanan tugas dan fungsi serta keluar-.m 

unit organisasi di Iingkungan instansi pcmerintah; 

2) adanya kebutunan atau dorongan baik dari internal maupuo 

dari masynrakat untuk memperbaiki kinerja pclayanan publik; 

3) hnsil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 

4) adanya usulan aiau inisiarif perubanan yang datang dari unit 

organisasi; dan 

5) adanya umpan batik dari hasil cvaluasi atas implcmentasi peta 

proses bisnts. 

4. Tahap Pemantauan clan Evaltrnsi 
l)okumen pets proses blsnis merupakan peta proses bisnis dinamis 

yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan e!eb-tivitasnya. 

Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan olch unit 

organisasi yang mernpunyai tugas don fungsi di bidang ketatalaksanaan 

paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang 

telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan pcta 

proses bisnis instansi pemcrintah clan dilaln1kan untuk rnemasukan 

implementasi tlari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja 

yang diharapkan. 
Hasil evaluasi atas peta proses hisnis di lingkungnn instansinya 

masing-masing wajib <lilaporkan kepada Kementerian l'Cndayagunaan 

Aparatur Negara dan Rdormasi Birokrasi. 



OAB III 
METODOLOC.I 

3.1 .• Icnis Kaji;in 
Berdasarkan dimcnsi waktu, kajian Ini termasuk kc dalam lrnjian cross­ 

secLional research, karena dilakukan pada satu waktu renentu, pada saat 

pen.�<\ii metakukan kajian hingga kajian terscbut setesai dilakukan. 

Sedangk.an Jenis kajian ini berdasarkan teknik pengurnpulan datanya 

merupakan jenls studi lapangan (field Te$earch). 

3.2. Jenis Data 
llata yang hendak digali pengkaji dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder: 

a) Dal" primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung mclalui 

wawancara rnaupun diskusi dengan para pemanglru kcpentingan. 

h) Data sekunder 
Data sekundcr merupakan data yang diperoleh dari dokumcn 

yang telah ada. Mcuurut Stewart data sekunder adalah • Secondary 

infomuuion Consist of sources of clat.a and other information collected by 

others anti archived in some form. These sources include go1Je111ment 
report, industry studies, and "!Jndicared information: services as weU as 

the lrml:itional books and journals Jotmd in libraru" 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

A) Studi Literatur 

Dalam kajian ini akan menggunakan srudi Iiteratur melalui 

pengkajian Iitcratur rnaupun dokumcn-dokumen yang telah ada 

sebelurnnya. Scperti data-data, pcraturan-peraturan, laporan-laporan 

dun buku-buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dikaji, 

dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan 

pokok pcrmasalahan yang ada dan akan rlijadil...-m �hagai lanclasan 

dalam menganausis pokok permasalahan dalam kajian ini. 

b) Focus Group Discussion 
sctam dengan studi lltcratur data juga dikumpulkan dengan 

teknik Focus Grcmp l)iscussion (�'GD). FGD dilakukan dengan bcrdiskusr 

rers.'lma para pemangxu kepcntingan. 



3.1. Teknlk Analisis Data 
Dalam kajian illi akan dipergunakan Tcknik analisis data kualitatif. 

Meriurut Bogdan dan Biklen [Molcong, 2004: 248), analisis kualitatif adalan 

suatu proses mengatur uruian data, mengorganisasikan kc dalam sualu po)a, 

kategori, dan satuan uraian dasar. 

3.5. Program Kcrja 

Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan clapat dilalrukan 
secara sisternatis, efektif dan efisicn, maka kcgiatan perencanaan inl pcrlu 

ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan stratcgi yang tclah disusun, 

maka pelaksariaan pekerjaan akan dilakukan rnelalui tahapan-tahapan 

scbagai berikut: 

a) Tahap Persiapan Pekcrjaan 
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pcmbahasan Term of 

Reference (TOI{). Hal Ini diroaksudkan agar konsultan dapai bekcrja 

secara efisien dan efektif sesuai waktu yang tclah ditentukan. 

b) Pcmbahasan Ka,jian Akademik Tim Konsultan 
Pada tahapan ini konsultan akan membahas basil temuan· 

temuan alas hasil identittkasi data-data sekundcr yang Ielah ada. 

c] Pcmetaan Peta Proses Bisnis 
l:lerdasarkan basil pernbahasan dengan Tim diperoleh basil 

bcrupa identifikasi awal pemetaan Peta Proses Bisnis berdasarkaa data 

sckunder 
d) Foc.us Group Discuesion. (!>CD) 

Setelah dilakukan pcmetaan awal Peta Proses Bisnis maka 

dilakukan FOO bersama selurub pemangku kepentingan untuk 

dikonfirmasi dan dirumuskan hasil pcmctaan peta proses bisnis yang 

1.elah dtscpakari bcrsama [konsensusl 

e) Penggambaran Draft Peta Proses Bisrris dao Paparan 
Dari hasil pemet.aan Peta Proses Hisnis yang telan berhasil 

clisepakati bersama akan dilanjutkan dengan proses penggambaran pera 

proses bisnis untuk kemudian dipaparlmn di hadapan Tim Teknis untuk 

mendapatkan masukan penyempurnaan. 

JI Flnalisasi Draft Laporan 
Pada tahapan ini konsu ttan akan melakukan finalisasi atas Draft 

Laporan yang sudah mendapatkan masukan dari Tim Teknis. 



gj Penyerahan t.aporan 
Pada tahapan ini Tim Korisultan rncnycrahkan laporan basil finalisasi 

:l.f>. Kernngka Kerja 

Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, pertu dibuat kerangka 

kerja pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat diselcsaikan dengan tepat waktu. 

Kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk dapal rnenyelesaikan 

pekerjaan secara lebih efektif dan cfisien sehingga kualitas keluaran dapat 

lebih terjamin. Kerangka kcrja yang menunjukkan secara ringkas rancangan 

kcgiatan dalam bentuk gambar berikut ini: 
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. J. 

PencJIJl'lip.i:,n Omn I I Petnbch::ison Kaiion nm I $ekundll'.lt I JCqclJIJik.Jr• 

• 
• 

Pemeulari P-�ta Prows 
BiSnls 

... 
' 

H(«IIPA�n :- t:GD H.a,:;ii��,:n �I.a 1-t P�r.u,a� �f'ct:i 
p��Si,n;s ?ro�Bi:mis Pro-se 8i:5ni). 

. ·1· 

' f�c,nOr<:d I finub:.ni 
Pi:1u Pr� &isnl$ Lop,<= 

I 

• 
Pc,nyctdioo 
l(lpoc'OR f1r,al 
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DESKRJl'SI OBYEK K,\JIAN 

4, I. Rurnusan Vit:..i Uan Misi Pcmcrintah Provinsi Papua Barat 

4.1.l. Visi 
Visi pcmbangunan dacrah sebagaimana yang tcrmuat dalam RPJMD 

Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, menggamharkan arah pcmbangunan 

atau kondisi rnasa depan daerah yang ingin dicapai (desin<d fature! dalam 5 

(limn) tanun. Dengan memperrimbaugkan potcnsi, kondisi, perrnasalahan, 

iantangan dan pcluang yang ada di Provinsi Papua Barat, maka visi 

pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periodc 2017-202'2 adalah: 

•MENUJU PIIPUA SARIITYAN() AMAN, SF,JAl!TERA, OAN BERMARTAHAT" 

Penjabaran makna dari Vi$.i Pcmcrintah Provinsi Papua Barat Tahun 

2017 -2022 adatah sebagai berikut: 
I\MAN Mcngarah pada kondisi sikap saling menghargai dan 

sating mcnghormati dalam perbedaan suku dan agama, 

guna mcnciptakan kondisi kehidupan sostat masyarakar 

yang damai dan harmonis, scbagai prasyarat utama 

untuk mcntlukung pembangunan berkelanjutan di 

Provinsi Papua Barat, 

Menganih pada kondisi terpenuhinya kebutuhan paugan, Sl::JAHTER/1 

Bl•:RMARTAl3AT: 

kesehatan dan pcndidikao melalui peningkatan 

perekonomian masyarakat yang berfokus pada 

pengcmbangan potensi unggulan Iokal, dcngan sasaran 
utama meningkatkan tndeks pembangunan rnanusia di 
Provinsi 1•.1pua narnt. 

Mengarnh pada kondisi pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktil< 

korupsi, kolusi dan nepotismc serta mcncgakl<an 

suprcmasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan 

nilai-nilai luhur adat dan agamn dalam tatanan 
kehidupan. 



�.1.2. Misi 

Misi yang rncrupakan rumusan umum mcngenai upaya-upsya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga rumusan misi yang baik 

dapat mcmbantu lebih jelas penggambaran visi yang iugin dicapai dan 

rncnguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, Rumusan misi menjadi 

pen ting untuk mernberikan kcrungka bagi tuj uan dan sasaran serta arah 
kcbijakan yang in.gin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh 

untuk mcncapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan 
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka datam upaya 

mcwujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka 

ditetapkan mtsi pembangunan Prcvinsi Papua l:larat Tahun 2017-2022 yaitu 

sebagai berikut: 
1. Menciptakan tata kelola pernerintahan yang baik berbasis aparatur 

yang bersih dan berwibawa (good and drAn governance) scrta otonomi 

khusus yang efektif; 

2. Mewujudkan pengetotaan lingkungan dan sumbcr day" alam yang 
bcrkcadilan dan berkelanjutan; 

3. Meningkatkan kualitas pe]ayanan dasar di bidang pcndidikan dan 

kesehatan; 
4. Meningkat.kan kapasitas inlrastrukiur dasar; 

5. Meningkatkan daya saing pcrckonomian dan investasi daerah berbasis 

pariwisata; 
6. Memban�n pertanian yang mandiri dan bcrdaulat; 

7. Memperkuat pernbcrdayaan masyarakat, perernpuan dan perlindungan 
anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; 

8. Memperkuat kerukunan umal beragama dan kondusivitas daerah. 

4.2. Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Program Pembangunan Pemerintah 

Provinsi Papua Karat 
4.2.1. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam pcrencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan rnenjadi dasar penyusunan 

arsitcktur kinerja pembangunan daeruh secaru kesclurunan, Perumusan 

tujuan dan sasaran dari visi dan misi Guhemur clan Wakil Oubernur Provinsi 
Papua Baral. Tahun 2017-2022 juga akan menjadi landasan perumusan 

tujuan dan sasaran rencana �tralc:gi� seturun organtsasi perangkat dacrah 



(OPD) di llngkungan Provinsi Papua Barat untuk pcriodc tersebut, 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang pcrlu 
dilakukan untuk rncncapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu 

sirategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. S,,s;,r,m adalah 
hasil yang diharapkan dari suaru tujuan yang diformu.lasikan secara terukur, 

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapar ditaksanakan datam jangka 
waktu 5 (lima) tahun kc dcpan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing­ 

masing rnisi adalah sebagai berikut: 
4.2.1.1. Tujuan dan Sasaran pada Misi l 

Dalam kerangka untuk mcwujutlkan Misi I pembangunan dacrah 
Provinsi Papua flarnt Tahun 2017-2022, yaitu: "Menciprnkan tata kelola 

pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa 
(good and dean go""maru,q serta olonomi khusus yang efektif", maka 

ditctapkan 3 (liga) tujuan dan 12 (dua belas] sasaran pembangonan 

daerah, yaitu: 
1. Tujuan l: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di 

Provinsi Papua &·1.ra.t, dengan AAAAran: 

a. Meningl<atnya kincrja pcnyelenggaraan otonomi khusus di 

Provinsi Papua Har.it. 
2. Tujuan 2: M"ningkatny-J kualitas manajemen penyelenggaraan 

pernerinrahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan 

pu blik serta efektivitas petaksanaan kebijakan otonomt khusus, 

dengan sasaran: 

a. Meningkatnya kapasuas dan alruntabilitas pcnyelenggaraan 

pemerintahan scrta koordinasi kebijakan daerah; 
b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dacruh; 

c. Optimalnya sistem pengawasan daerah; 
d. Me.ningkamya kualitas surnbcr rlaya aparatur; 
e. Meninglilltnya kreativitas dan inovasi dalam pcnyetenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah; 
f. Meningkatnya akuntabilitas pengelola.an l<euangan daerah. 

3. Tujuan 3: Tcrwujudnya pengelolaan data dan informasi Jayarum 

puhlik yang terintegrasi dan bcrbasis IT, dcngan sasaran: 
a. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikaSi dan pelayanan 

informasi publik berbasis rr; 



b. Men ingkatnya ketersed iaan data sebagai basis kcbijakan 
pembangunan daerah; 

c. Oprimalnya pemanfaaran dan pengelolaan persandian daerah; 
d. MeningJ..-atnya budaya baca rnasyarakat; 

e. Meningkatnya rara kelola adrrnnistrasi kearsipan daerah. 

4.2.1.2. Tujuan dan sasaran l�1da Mbi 2 

Dalam kerangka unruk mewujudkan Misi 2 pembangunan daerah 

l'rovinsi Papua Barut Tahun 2017-2022, yaitu: 0Mewujudkan peagelolaan 

lingkungan dun somber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan", 
maka ditctapkan I [satu] tujuan dan 4 (empatl sasaran pembangunan 

daeran, yaitu: 'Terwujudnya pcngcmoangan dan pcmbangunan daerah 

yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran: 
a. Mcningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 

scrta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang 

berkelanjutan; 
b. Mcningkamya kelesrarian pengelolaan hutan secara terpadu; 

c. Meningk:,tnya koordinasi dan penyelenggaraan ternb administrasi 
pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua 
barut; 

d. Mcningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat. 

4.2.1.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3 

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 3 pcrnbangunan daerah 
Provinsi Papua Baral Tahun 2017-2022, yairu: 0Mening!..-atkan kualitas 

pclayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan", maka ditctapkan I 

[satu] tujuan dan 3 {tiga) sasaran pcmbangunan daerah, yaitu: 
Tcrwuj udnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing, 

dcngan sasaran: 

a. Mcningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan; 

b. Mcningkatnya akses dan kualltas pelayanan keschatan; 
c. Meningkatnya prcstasi dan kreativitas pemuda dan olahraga. 

4.2.1.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4 

Oalam kerangka untuk mewujudkan Misi 4 pcmbangunan dacrah 

Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yauu: 0Meningkatkan kapasitas 

infrastruktur dasar", maka ditctapkan I [satu] tujuan dan 3 (tiga) sasaran 



pcmbangunan daerah, yauu: Terwujuclnya pemeraiaan pembangunan 

infrastruktur dasar clan layanan puhlik di "'iJ;1)'1h Provinsi Papua Barat, 

dengan sasarun: 
a. Meningkatnya intcrkoncksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar 

infrastruktur dacrah dan kualitas pengelolaan tata ruang daerah; 

b. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perurnahan dan kawasan 

permukiman wilayah pcrkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua 

Barat; 
c. Optirnalnya pemanfaatan sumbcr daya alam dan ketersediaan energi 

baru dan terbarukan. 

4.2. l.5. Tujuan dan Sasaran Pacla Misi 5 
Dalam kerangka untuk me w rujudkan Misi 5 pernbangunan dacrah 

Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: "Meningkat!..-an daya saing 

perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata", maka ditetapkan 

2 (dua] tujuan dan 8 (delapan) sasaran pembangunan daerah, yaitu: 

1. Tujuan I: Mcningkatnya perekonomia.n daerah yang didukung oleh 
pemanfaatan potcnsi sumber <laya lokal liotas sektor, dengan sasaran: 

a Meningkatnya daya saing investast daerah; 
b. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesernpatan dan 

perluasan kesempatan kcrja; 
c. Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan 

potensi daerah; 
d. Meningkatnya akscs, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan 

antar wilayah clan antar daerah; 
e. Meningkatnya pcngembangan dan daya saing industri 

pengolahan berbasis potcnsi daerah; 
f. Optimalnyu sinergitas pengembangan dan penataan kawasan 

terpadu di wilayah transmigrasi. 
2. Tujuan 2: Terwuiudnya daya dukung clan day-a tarik paJ'iwisata 

terpadu berskala intcrnasional di Provinsi Papua Barat, dengan 

sasaran: 
a. Meningkatnya keterpaduan dan dava saing pariwisata daerah; 
b. Mcningkatnya pengembangan scni budaya dan kclestarian tradisi 

kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung 

pariwisata daerah. 



4.2.1.6. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 6 

l)alam kerangka untuk mcwujurlkan Misi 6 pernbangunan rlaerah 

Provinsi Papua Barnt Tahun 2017-2022, yaitu: "Mcmbangun pertanian 

yang mandiri dan bcrdaulat", maka dnetapkan l (satu] rujuan clan l (satu) 

sasaran pembangunan daerah, yaitu: Terwujudnya kedaulatan pangan clan 

revolusi pcmbangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit 

pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran: 

a. Meningkatny,i produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor 

pcrtanian dalam aru luas. 

4.2.1.7. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 7 

Dalam kerangka untuk mcwujudkan Misi 7 pembangunan daerah 
Provinsi Papua Barut Tahun 2017-2022, yatru: •M.,mperkuat 

pcrnbcrdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak bcrbasis 

rnasyarakat berketahanan sosiar. maka ditctapkan 2 (dua) tujuan dan 5 

(lima) sasaran pembangunan dacrah, yaitu: 

1. Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat oerketananan sosial, dcngan 

sasaran: 
a. Mcnururmya penyandang masalah kesejabteraan sosial; 

h. Mcningkatnya kapasitas masyarakat karnpung; 

c. Mcni.ngkatnya partisipasi perernpuan dalam perempuan 

membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan 

perempuan dan snak. 
2. Tujuan 2: Mcningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan 

hak kcpendudukan masyarakat, dcngan sasaran: 

a. Optimalnya pengendalian penduduk dun pclayanan kelua.rga 

berencana; 
b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat, 

4.2.1.8. Tujuan dan Sa.s,,ran Pada Misi 8 

Dalam kcrangka untuk mewujudkan Misi 8 pernbangunan daerah 
Provinsi Papua Barnt Tahun 2017-2022, yaitu: •Mempcrkuat kerukunan 

umat bcragama dan kondu sivitas dacrah", tnaka ditetapkan I (satu] tujuan 

dan 2 (dun) sasaran pcmbangunan daerah, yaitu: Meningkatnya stabilitas 

wilayah di seluruh Provinsi l'apua Aarat, dcngan sasaran: 
a. Optimatnya kerjasama pcmcrintah, masyarakat, dan dunta usaha 

untu k rncnjaga keamanan clan ketertiban um um; 



b. Mcningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bcncana. 

4.2.2. Program Pembangunan 

Kebijakan pembangunan daerah yang tcrcantum dalarn program 

merupakan pcnjabaran dari misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditctapkan. 

l>cngan rnemperhaukan misi, tujuan, sasaran, stratcgj dan arah kdrijaJo.m 

pcmbangunan, maka hal tersebut mcnjadi pedoman bagi penetapan program 

pcmbangunan daerah, Selanjutnya, program pcmbangunan pada masing­ 

rnasing misi yang telah diretapkan olch Gulx:mur dan Wakil Gubemur terpiJih 

dapat dikdompokkan menjadi dclapan kdompok program pembangunan 

scsuai dcngan masiag-masing misi terscbut yuitu: I) Reformasi Dirokrasi; 2) 

Pembangunan Rerkf.lanjuran; 3) Penycdiaan rclayanan oasar Pendidikan dan 
xesehatan; 4) Pembangunan lnfrastruktur Dasar; 5) Pcningkatan Daya Saing 

F;konomi; 6) Kedaulatan Pangan; 7) Perlindungan dan Pemberdayaan 

Mflsy,inikal Berketahanan &>sial; dan 8) Pcningkatan Kondusivitas Daerah. 

Pcnjclasan mengenai masing-masing program pembangunan tersebut 

cliuraikan sebagai berikut: 

I. Program pcmbangunan reformasi birokrasi didorong untuk mewujudksn 
capaian keberhasilan pembangunan pada misi pcrtama, yaitu Me!lciptakan 

tata kclola pcmerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan 

bcrwibawa (y,>nd and dean governance! serta otonomi khusus yang cfcktif. 

Program pembangunan rcformasi birokrasi diarahkan untuk: (a) 

mcnciptakan hubungan sating pcrcaya (trust) antara aparatur dan 

masyarakat: (h) menonjolkan keteladanan pemimpin yang bcrsih dan 

berwibawa; (c) beroricntasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; (d) 

pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; (e) pelibatan duil society 
dalam pengawasan: (f) rcvitalisasi nilai dan budaya kerja yang jujur dan 

bersih di sctiap jenjang btrokrasi: (g) pengelolaan dana APDD, dana 

ot.onomi khusus, dana �\gi hasil dan dana lainnya secara transparan dan 

akuntabel; (h) Pengelolaan dana otonomi kbusus sebesar 9()0� untuk 
diserahkan kepada kabupatcn/kota secara tepat sasaran; dan (i) 

mengedcpankan pengelolaan data dan informasi publik yang menggunakan 

kemajuan tcknologi. 
2. Program pembangunan oerkelanjutan didorung untuk mewujudkan 

capajau keberhasilan pernoangunan pada mis.i kedua, yanu Mcwujud.kan 

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan 

berkelanjut.an. Program oembangunan berketanjutan diarahkan untuk: (a) 



penguatan instrurnen konservasi tidak hanya dalam bcntuk periindungan 
keanekaragaman biota dan habitat serta kekayaan alam, tapi juga mclalui 

penguatan 'law enforcement' terhadap seuap bentuk pcmanfaatan SUA 

secara ilegal (illegal log<Jing, illegal mining dan illegal fishing); (h) pcnciptaan 

nilai ckonomi dari perlindungan biota dan habitat dengan mendorong 

invcstasi rendah karbon (low wrbon in=tmenl); (c) mendorong 
dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis di berbagai kawasan 

industri untuk mengelola dampak kumulatif tcrhadap daya dukung 

lingkungan seternpat; (d) meningkatkan peranan masyarakat dalam 

pcngclolaan sumberdaya alam dan pelesiarian Iungsi lingkungan hidup 

dengan berbasiskan adal istiadat dan kearifan lokal (sistem sasi); (ej 

penguatan administrasi tapal batas antar provinsi dan kabupaten/kota; 
dan (I] penguatan administrasi dan pemanfaatan tanah adat yang 

menjamin pemenuhan hak adat dalarn pernbangunan dan tnvestasi. 

3. Program pembangunan penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan 

kesehatan didorong untuk me:wujudkan capstan kebe:rhasilan 
pembaugunan pada misi ketiga, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Dasar di Didang Pend.idikan dan Kesehatan. Program pembangunan 

penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk: 

(a) peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar untuk 

semua lapisan masyarakat; melalui pcningkatan kuantitas, kualitas dan 
persebaran tenaga pendidik serta pemantapan keseiahteraan guru; (b) 

optimaliaasi pemanfaatan dana pcndidikan 20%, sesuai amanat undang­ 

undang; (cJ memperkuat pcndidikan mcncngah yang bcrfokus kcpada 

pemantapan ilmu eksakta <fan bahasa lnggris, untuk menangkap peluang 

beasiswa pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri; (d) mcnjadikan 

Provinsi Papua l:larat sebagai pusat pcngernbangan kcahlian bidang teknik 

dengan rnemperkuat inst.itusi perguruan tinggi yang sudah ada; (c) 

rnenciptakan wilayah Papua Oarat sebagai 'Provinsi Bebas Malaria'; {f) 

meningkatkan akscsibilitas tcrhadap pclayanan kcschatan sampai ke 

pelosok kampung lewat pembangunan infrastruktur kesehatan dasar, 

puskesmas kdiling dan program pos obat terpadu; (gJ meningkatkan 

prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, tcrutama tcrkait potcnsi 

lokal cli Provinsi Papua Barut; dan (h) meudorong keterlibatan Orang Asli 

Papua dalarn kegiatan kepemudaan dan olahraga. 
4. Program pernbangunan Infrastruktur dasar didorong untuk mewujudkan 

capaian keberhasilan pemoangunan pada misi keempat, yairu 



Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar. Program pcmbangunan 
infrastruktur dasar diarahkan untuk: (a) mcnggalakkan pembangunan 

infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, 
bandara, dan lain-lain untuk memperkuat akses ekonomi clan pelayanan 

publik; (b) mcngoplimalka.n pengembangan wilayah scsuai dengan 

pcruntukan kawasan secara terpadu; (c) memantaatkan sumberdaya gas 

alam (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal; (d) roembangun 

senrra sentra induscri ikutan (midstream) di wilayah Papua Baral terutama 
di sekitar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; (c) 

mcnyediakan sarana prasarana angkungan yang sehat bagi masyarakat 

knususnya di kawasan strategts; (I) mendorong pengembangan perumanan 
dan perrnukiman berbasis lingkungan hagi masyarakat tcrutaroa Oraog 

Asli Papua; dan (g) mempe.rkuat aksesibilitas antar wilayah untuk 

mcndukung pertumbuhan ckonomi masyarakat. 

5. Program pembangunan peningkatan daya saing ekooomi didomng untuk 

mewujudkan capaian kcbcrhasilan pembangunan pada misi kelima, yaitu 

Me.ningkatkan Daya Saing Perekonomian clan Investasi Daerah Bcrbasis 
Pariwisata. Program perobangunan peningkatan daya saing ekonomi 

diarahkan untuk: (a) mcnjadikan Papua Darat sebagai provinsi ramah 
investasi bagi investor dalam dan luar negeri; (b) menjadikan investasi 

sdr;,gai stimulan pcmbangunan ekonomi Papua Barnt, terutama dalam 

mcnyongsong berakhirnya oionoml khusus pada tabun 2021; (c) 

Pcnytapan tenaga kerja produktif khususnya yang berasal dari Orang Asli 

Papua untuk mampu bcrsaing di dunia kerja; (d) mendomng industri 

kreatif di Papua Batat dengan rnembcrikan insentif dan kesernpatan 

pengetotaan usaha berbasis masyarakat dan UMKM; (el mendorong akses 

perdagangan dengan membuka jalur pemasaran bagi produk unggulan 
daerah di tingkat regional, nastcual dan intcmasional; {t) re-orientasi 

kebijakan yang integratif kepariwisataan di Papua Darat; {g) peningkatan 

kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (h) pcningkatan kapasitas 

msan kepuriwisataan; (i) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisata 

Papua Baral; dan Ul penyediaan tcnaga ahli dan terampil dalam bidang 

rnanajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata interoasional; 

dan kemudahan investasi dibidang kepanwisataan. 

6. Program pembangunan kedaulatan pangan didorong untuk mewujudkan 

capaian keberhasilan pembangunan pada misi kcenam, yaitu Membangun 

Pertanian yang Man<liri clan Berdaulat. Program pembangunan kedaulatan 



pangan diarahkan untuk: (a) memperkuat pertan.ian berbasis komoditas 

lokal dengan mencegah erosi genetik jenis endemik, serta mempromosikan 
varietas unggul lokal gum, mcningkatkan kesejahteraan pctani lokal; (b) 
rncncmpatkan scktor perranian maju sebagai andalan pcrekonomian 
rakyat dengan mcmbangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan 

pelayanan sehingga mampu menyediakan kcsempatan kerja dan 

keludupan yang layak bagi pctani lokal; (c) mcningkatkan keamanan dan 

kedaulatan pangan tewat pengembangan komoditas pangan lokal sagu dan 

umbi urnbian; (d) meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya 

laut; (c] optirnalisasi produksi pcrikanan tangkap dan budidaya; dan (fl 
pcnciptaan nilai tambah produksi pcrtkanan, 

7. Program pembangunan perlindungan dan pemberdayaau masyarakat 
berketahanan sosial didorong untuk mewujudkan capaian keberhasitan 

pcmbangunan pada rrusi kctujuh, yaitu Memperkuat Pemberdayaan 

Ma!-)-yarJk.at, Pcrcmpuan dun Pcrliridungan Anak Berbasts Ma.syaraka.t 

Berketahanan Sosial. Program pembangunan perlindungan dan 

pemnerdayaan masyarakat berketananan sosiaJ rtiarahkan untuk: (a) 
menekan angka kcmiskinan dan pcnyandang masalah kesejahteraan sosial 

dcngan fasilitasi program bantuan, pemberdayaan, dan pendampingan di 
tiap kabupateu/kota, (h) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di 
tingkat lokal khususnya Orang Asli Papua; (c) mcndorong pertumbuhan 
ekonomi kampung berbasts porensi dan sumberdaya lokal melalui 

BUMDes; [d] memberikan akses dan mendorong peran serta masyarakat 
melalui kelompok produktif khususnya kelompok produktif yang 

diperuntukkan bagi Orang Asli Papua; (e) meningkatkan kualitas dan 
kuanutas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, 

ekonomi); (!) meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politi.k 

dan jabaran publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai 

perempuan, (gJ membentuk Unit Layanan Terpadu di uap kabupaien/kota 
berkanan dengan permasalahan sosial, perundungan perempuan dan 

anak: (h) menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan 
terhadap perempuan dan anak; (i) meningkatkan perlindungan terhadap 

Mak dari tindak kekerasan seksual; Ul memberika!l pendampingan kepada 

kabupaten/kota dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang soslal, 

pcmbcrdayaan rnasyarakat, pcrlindungan percmpuan dan anak; (kJ 

meningkatkan akses pelayanan IG3 dan peningkatan pcran kaum laki-laki 
her KB; (I) pembinaan periodik terhadap stnkrouisast kebijakao 



pcngendalian pcnduduk di kabupatcn/kota; dan (m) mendorong peran dan 

kcsadaran masyarakat dalam tcrtib administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil bcrbasis rnasyarakat; 

8. Program pembangunan peningkatan kondusivitas dacrah didorong unruk 
mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kedelapan, 

yaitu Memperkuat Kerukunan Umat Bcragama <Ian Kondusivitas Dacrah. 
Program pernbangunan peningkaian kondusivitas daerah diarahkan 

untuk: 
a. mcnjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam 

menjalankan aktivitas keagamaannya: 
b. memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk mcny.unakan 

pandangan terhadap kehidupan hennasyarakat dan bernegara; 

c. membumikan pemahaman agama keluarga, yang eksis dalam 

kehidupan masyarakat adat di Papua Harat; 

d. menmgkatkan peran tokoh ·tokoh agama untuk berpcran aktif sebagai 

agen perubahan dalanl membina urnat 
e. mcmfasilitasi komunikasi lintas kuttur untuk menciptakan kehidupan 

yang harmonis dan saling menghormau; 
I. fasttitasi pembinaan, pengawasan, dan penguaian kapasuas aparatur 

untuk menciutakan kondisi tenterarn, tertib, dan aman di rnasing­ 

rnasing kabupaten/kota; 

g. memperkuat stnergitas pcnanganan bencana dcngan fasilitasi koordinasi 
antar pemertntah, masyarakat, dun dunia usab.a di wiJayah Papua 

Barat; 
h. mcnytapkan bantuan dan fasilitasi penanganan bencana; dan 
1. penguatan kapasitas di masing rnasing kabupatcnj'kota dalam 1'3I1gka 

menurunkan lndeks Risiko Bcncana di Papua Baral. 



FlAtl V 

l'BNATMN TATALAJ<:SANA PETA PROSES R!SNIS INSTANSJ PEMER!NTAH 

Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah Provinsi 

l'apua Barat diawali dengan melakukan pcmetaan proses bisnis deugan 
langkah-Jangkah sebagai berikut: 

a Mengidentif.tkasi mengenai ruang lingkup organisasi Pemerintah Kota 
Tangcrang bcrdasarkan pada vtst, misi dan tujuan. Langkah pertama ini 

dilakukan dengan studi pustaka menggunakan data-data sekunder 
berupa dokurnen Renc,ana Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrah 

Pemeriruah Provinsi t>:,pua Barnt. Selain itu juga dengan mempelajari 
Susunan organisasi dan tata kcrja di Iingkungan Pemermtah Provinsi 

Papua Barat. 
Pada ta.hap ini kami melakukan analisis terhadap sasaran stratcgis dari 

Rcnstrn Pcmcrintah Provirrsi l'apua Harat. Sehingga dari tahap ini kita 

dapat mengidentifikasi proses, Raik proses utama, proses manajemen 
dan proses pcndukung. 

b. Melakukan analisis ternadap danar program dari dokumen Renc:ana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Pruvinsi Papua 

Barat. Sama halnya dengan langkah pertama, tclaah kritis terhadap 
dokumen dapat kita identifikasi sub proses yang merupakan rurunan 

dari selurun peia proses. Baik proses utama, proses manajemen dan 

proses pendukung. 

Berdasarkan tangkah langkah tersebut maka dapat kita rumuskan peta 
proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis garnbar pcta tcrdiri alas 

peta proses, peta subproses dan peta hubungan. 

a Peta Proses 
I) Identiflkasi peta proses: 

a) Untuk identifikasi peta proses dilakukan dengan brainstorminq 

bersarna seluruh perangkat daerah dalam forum Pocus Group 
Dis,,ussion (FGD). Proses pertama yang harus diidcntifikasi adalah 
proses inti yang berhubungan Iangsung dengan usaha organisasi 
dalam memenuhi perrnintaan pelanggan atau bernu bungan 
langsung dengan iugas pokok dan fungsi utama organisasi; 

h) sesudah idcntifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi 

proses pendukung yang terdiri dari peudukung utarna yang 



mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang 

mendukung seturun proses dalarn organtsast; 

c) tahapan berikutnya adalah idcntifikasi proses-preses yang 

bcrhubungan dengan persyaratan standar yang c!iadopsi; 

21 Ideru ifikasi pcmillk proses, pemilik proses yang dimaksud adalah 
perangkat daerah dan unit organisasi (Biro) yang terlibat di datamnya, 

3) Mcnggambar peta proses dengan prinsip Suppiier-Input-Process-Outpux 

cusiomer (Sil'oC). 

4) Finalisasi peta proses. 

b. Peta Sub-Proses 

l) Idcntifikasi peta subproses: 

a) Untuk idenulikasi peta subproses dapar ditakukan mclalui forum 

Focue Group Discuwsion: {F(}D}. Proses pcrtama yang harus 

diidentifikasi adalah iurunan atau proses 1ebih teknis dari proses 

inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuni 
kebutunan: dan 

bl Kernudian dilakukan finalisasi untuk memastikan seluruh 

aktivitas pckcrjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam 
identifiJ<asi sub business process, apabila ada pckcrjaan yang 

dilakukan tetapi lidak tercantum maka revisi dan lengkapi 

subproses yang sudah dilakukan sebelumnya; 

2) ldentifikasi pemilik subproscs, pemilik subproses yang dimaksud adalah 

perangkat daerah dan unit organisasi (I3iro) yang terlibat di dalamnya. 

3) Oambar pcta subproses dengan prinsip supplier Input-Process Ou!pu! 

Cusuvmer (SiPoCJ. 

4) Finalisasi pcta subproses dan hubungannya dcngan proses-proses 

lainnya yang tclah digambarkan dalam peta proses sebelumnya 

c. Peta Relasi 
Peta retasi (Nclationship Map) adalah peta yang menggambarkan 

dan menuniukkan siapa saja pihak-pihak yang Lerlibat dalam setiap 

proses yang tergambarkan pada pcta proses bisnis. Peta relasl ini penting 

untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mcngerjakan suatu 

proses schingga tercapai output yang direnruknn, 



l) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka unruk 

membuat peta relasi, dapat dibuat deng.an mernasukkan narna narna unit 

organisasi yang terlibat di dalam seliap proses dan su bproses; 

2) peta rclasi dibuat dcngan cant menuliskan setiap perangkat daerah dan 

unit organisasi [Biro] yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis 

proses; 
3) pada tahap penyusunan pcta hubungan dapat dimungkinkan 

memberikan masukan dan mcngubab pcta proses dan pcta subproscs 
yang tclah dibuai sebelumnya; dan 

4) metakukan finalisasi pcta rclasi yang mcnggambarkan pcrangkat dacrah 

dan unit kcrja (Biro) yang terlibat dalam setiap prosesnya 

disampaikan dalam Peraiuran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 
Tnhun 2018 Tentang Pcnyusunan Pcta Proses Bisnis lnstansi Pcmcrintah, 

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi 

pemerintah. Ruang Iingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi 

seluruh kcgiatan di lingkungan instansi pernerintah pusar dan 

pcmcrintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen 

rencana strategls dan rencana kerja organisasi. Oleh karena itu untuk 

menjanun konsistensi dan linearitas antara Dokumen Peta Proses Bisnts 

dengan Dokumen Rencana Strategis Daerah, maka pada penyusunan 

peta proses bisnis Pernerintah Provinsi Papua rnenggunakan dokumen 

RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 sebagai bahan pokok 

utemanya. 
Dan berdasarkan pemetaan yang dilakukan dapat disusun matrik 

unearitas antara cokumen Kf'JMD l'mvinsi l'apua 8anlt Tahun 2017- 
2022 dcngan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua sebagai 

berikut. 
Tabel 5. l. 

Matrik Linearitas Dokumen RPJMD 
dcngan Dokumen Peta Proses Bisrus Pemerintah Provmsi Papua Barat 

Visi Menuju Papua Darat Yang Aman, Sejahtera, dan 

Dermanabat 

Misi l. Mencipta.kan tata kelola pernerintahan yang baik 

berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and 
- .. ·- - -------� 



clean governance) serta otonomi khusus yang efektif 

2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumbcrdaya 

alam yang berkeadilan dan berkeianjutan 
3. Mcningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang 

pendidikan dan keschatan 

4. Mcningkatkan kapasitas infrastruktur dasar 
5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi 

daerah berbasis pariwisata 

6. Mcmbangun pertanian yang rnandiri dan berdaulat 
7. Memperkuat pcmbcrdayaan masyarakat, perempuan dan 

perlindungan anak berbasis masyarakat berkctahanan 

sosial 

8. Memperkuat kerulrunan umat beragama dan 

Tujuan 

kondusivitas daerah 

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ctonomi khusus 

di Provinsi Papua Barat 
2. Meningkalnya kualitas manajemen penyclcnggaraan 

pemerintahan, sinergitas kcbijakan pcmbangunan, dan 

pelayanan pu hlik scrta cfektivitas pe!aksanaan kebijakan 

otonorni khusus 
3. Terwujurlnya pengdolaan data dan informasi layanan 

publik yang tcrintegrasi dan berbasis IT 

4. Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah 

yang berwawasan lingkungan 
5. Terwujurlnya surnberdaya manusia yang cerdas, scnat, 

dan berdaya saing 

6. Terwujudnya pcmcrataan pembangunan tnfrastrukrur 

dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua 

Baral 
7. Mcningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh 

pcmHnfHHta.n poterrsi sumberdayn lokal lintas aektor- 

8. Tcrwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata 

ierpadu berskala intemasional di Provinsi Papua IJarat 
'l. Tcrwujudnya kedauJ.atan pangan dan revolusi 

pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya 

ungkit pcrtumbuhan ekonomi daerah 



Sa saran 

JO. Tcrwujudnya masyarakat berketahanan sosial 
11. Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan 

pelavanan hak kependudukan masyarakat 
12. Mcningkatnya slabilitas wilayah dan daya tahan 

masyarakat Provinsi Papua Barat 

1. Mcningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus 

di Provinsi Papua Barat 
2. Meningkatnyu kapasitas dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan scrta koordinasi 
kcbijakan dacrah 

3. ME'!ningkatny�1 kualitas perencanaan pembangunan 

daerah 

4. Opumalnya sistem pcngawasan pcmbangunan daerah 

5. Meningkatnya kuahtas sumberdaya aparatur 

6, Meningkat.nya kreauvuas dan inovasi dalam 
penyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dacrah 
7. Mening)<atnya aknnrabilitas pengelolaan kcuang;m 

daerah 

8. Tcrwujudnya koneksitas jari.ngan komunikasi dan 

pelaynnan informasi publik berbasis IT 
9. Meningkatnya kerersediaan data sebagai basis kcbijakan 

pernbangunan daerah 

10. Optimalnya pemanfaatan dun pcngclolaan persandian 
daerah 

11. Mcningkatnya budaya baca masyarakat 
12, Meningkatnya Lala kelola administrasi kearsipan 

daerah 
13. Meningkarnya pencegahan penccmaran dan 

pcrusakan Iingkungan serta pengendalian pernbangunan 
bcrwawassan Hngkunwui yang berkelenjuran 

14. Meningkatnya kelestarian pengclolaan hutan secara 

tcrpadu 
15. Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib 

adminisrrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah 

lingkup Provtnsi J>;1pua Barut. -- _, 



16. Meningkatnya konservasi sumber dayu alam di 

Provinsi Papua Barat 

17. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen 
Pendidikan 

18. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan 

kcschatan 

19. Meningkatnya prcstasi dan kreativitas pemuda dan 

olahraga 
20. Meningkatnya in tcrkoncksi an tar wilayah, 

ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah clan 

kualitas pengelolaan tata ruang daerah 

21. Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan 
dan kawasan pcrmukiman wilayah pcrkotaan dan 

perdcs.---ian di Provinsi Papua Barat 

22. Optimalnya pcrnanfaatan sumbcrdaya alam dan 

ketersediaan energi baru dan terbarukan 

23. Meningkatnya daya saing investasi daerah 

24. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta 

kcscmpatan dan perluasan kcsernpatan kcrja 

25. MeningJ..-atny-<l ekonomi kerakyaran berbasis induslri 
kreatif dan potensi dacrah 

26. Meoingkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur 

perdagangan antar wilayah dan antar daerah 
27. Meningkat.nya pcngcmhangan dan daya saing industri 

pengolahan berbasis pctensi daerah 
28. Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan 

kawasan tcrpadu di wilayah transmigrasi 

29. Mcningkatnya kctcrpaduan dan daya saing pariwisata 

dacrah 
30. Meningkatnya pengembangan seni budaya dan 

kelestarian tradtsi kehiclupan roasyarakat Provinsi 

Papua Barut dalam mcndukung pariwisata daerah 

31. Me.ningkatnya produktivitas, tata kelola, dan 

pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas 

32. Mcmu ru rmya pcnyandang m.a:sala.h kcscjahteraan 

social 
33. Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung 



� 
34. Meningkatnya partisipasi pcrcmpuan dalam 

pcrempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, 
dan pcrlindungan pcrcmpuan dan anak 

:15. Optimalnya pengendalian pcnduduk dan pelayanan 
keluarga berencana 

36. Meningkatnya tcrtib adrntnistrast kependudukan 

masyarakat 
37. Optimalnya keriasama pemerintah, masyarakat, dan 

dunia usana untuk mcnjaga kcamanan dan ketertiban 

umum 
38. Meningkatnya 

bencana 
kesiapsiagaan pcnanggulangan 

Berdasarkan f.'Gf) pernetaan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi 

Papua Barat telah d ihasilkan sebuan konsensus bersama seluruh pcrangkat 
dacrah Pcrncrintah f>rovinsi Papuo Harat rerkait peta proses bisnis utama, 

proses manajerial dan proses pendukung sebagai berikut: 

1'abel 5.2. 
Hasil Pemetaan Proses Utama, 

Proses Manajerial Dan Proses Pendukung 
, ·-- - 
No Proses Jenis Kode 

Proses Proses ·-- - . 
J Mcningkatkan Pcngclolaan Lingkungan Ilidup Proses PPB.01 

& Tertib Administrasi Pertanahan lnti/Utama 
·- - ·-- 2 Mcningkalkan Kclcstarian l'cngclolaan llutan Proses PPl3.02 

llan Konservasi SDI\ lnti/Utama I -- . - 3 Mcningkat.kan Aksesibilitas, Kualitas dan Proses J PPB.03 
Manaiemcn Pcndidikan lnti/Utama 

- 4 Mcningkatkan Akscs Dan Kualitas f'ela}--anan Proses PPB.04 
Kesehatan lnti/Utama I - 

5 Meningkatkan Prestast Dan Kreauvnas Proses PPl:!.05 

Pemuda Dan Olahraga lnti/Utama 
6 Meningkatkan lnterkoneksi Amar WilayaJ;:- Proses Pl'B.06 

Kctcrscdiaan Layanan Dasar, tnfrnsaruktur- Jnti/Utama 
dan Tata Ruang 



.. . -· 
No Proses .Jenis Kodc 

Proses Proses 
7 Meninl!:katkan Layanan Kcbutuhan Dasar Proses I PPI3.07 

Perumahan dan Kawasan Pcnnukiman lnti/Utama 
8 Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Proses Pl'B.08 

dan Ketersediaan Bnergi lnti/Utama ---- - -- 9 Mcningkatkan Daya Saing lnvestasi Daerah Pru= PPB.09 

lnti/Utama 
10 Meningkatkan Daya &ling Tenaga Ke,ja dan Proses ('('8.10 

Kcsernpatan Kcrja lnli/Utam.a 
-· --- II Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Bcrbasis Proses Pl'l3.! l 

Industri Kreatif dan Potcnsi Dacrah lnti/Utam� 
12 Meningkatkan Akses, Tata Niaga7 Dan Prose� PPB.12 

lnfrastruktur Perdagangan dan tndusiri lnti/Utama 
13 t>cngcmbangan Dan l'cnataan Kawasan Proses PPB.13 

Terpadu di Wilayah Transmigrasi lnti/Utama 
... --------- 14 Pcngcmbangan Pariwisata Dan Scni Budaya Proses PP0.14 

lnti/Utama 
- --· - . 

15 Mcningkatkan Produktivitas, Tata Kclola, Dan Pimes PPD.15 I Pertum buhan Sektor Pertanian lnti/Utatna 
----- - . 

16 Me,,urunkan Penyandang Mas,tlah Proses PPl3. 16 

Kcsejahtcraan Sosial lnti/Utama 
17 Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Proses f'1'8. l7 

Kampuog lnti/Utama 
- . -- - 18 Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Proses PPB.IS 

Pcrnbangunan, PUG clan f'PA lnti/Utama 
--·-- -·----· -· 19 Pcngcndalian Pcnduduk Dan Tcrtib Proses PPB.19 

Admmistrast Kependudukan lnti/Utama 
. -· 20 Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan Proses PPB.20 

Bencana lrtli/Utama 
21 Meningkatkan Kincrja Pcnyclcnggaraan Proses PPB.21 

Ot.uuomi Khu::H.l:-t Manajcrial -- 22 Meningkat.k::in Kapasitas, Akuntabilitas dan Proses PPB.22 
koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Manajcrial 
Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus 

···- 
Proses I PPD.23 · 23 Meningkarkan K�p--ns-itH, AkuntabiHtas dan 

Koordinasi Kebijakan Pemerintah Daerah Manajerial 
. 



p Proses 
Pen<lukung 

� a dan 

·-- .Jenis Koclc 
Proses Proses 

gunan dun 

-' rencanaan Proses Pl'B.24 
Manajerial 

wasan Proses I PPR.25 
Manajerial 

- -- mberdaya Apamtur Proses l'Pll.26 

Manajerial 
. -·- UHn Inovasi Proses PPB.27 

Manajcrial 
- - Pengelolaan Proses PPB.28 

Manajerial 

Jaringan Proses PPB.29 
Data Dan lnformasi Pendukung 

. . 
- 

,a Masyarakat Dan Proses PPR.30 
carsrpan n:ierah Pendukung 

si Keaman n PB.31 

Proses 

Bi<lang Administrasi Pem baJ:li 
Kesejahtcraan 

No 

24 Meningkatkan Kualrras Pe 

27 Meningkatkan Kreativitas 

Pcrnbangunan 
28 Meningkatkan Akuntabilitas 

Kcuangan Dnerah 
. 

29 Meningka\.kan Koneksitas 
Komunikasi, Kctcrscdiaan 
Serta Pengelolaan Persandian 

30 Mcningkat.kan Budaya Bae 
'fata Kclola Administrasi K 

3 1 Optimalisasi Dan Stabilisa 

Ketertiban Umum 

Pe.mbangunan flaerah 

zs Optimalisasi Sistem Penga 
Pembangunan Daerah 

1-- 26-1-M���tkan Kualitas Su 

Dari peta proses tersebut di atas kcmudian diturunkan ke dalam 

peta subproses berdasarkan data sekunder berupa program-program 
yang dikelompokkan berdasarkan sasarannya. Adapun rincian peta 
subproses dari turunan pet.a proses tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 



Tabet 5.3. 

Daftar l'cta Subproses Berdasarkan l'cta Ptoscs 

KODR KODI·: SUB PROSES PROSl•:S BISNIS PROsgs sue PROSES Ol'D P�:NGAMPU 
OISNIS 
PPB.OJ Mcnlngkatkan i>PB.01.0J Pengencla.iian Pcncemaran dan Perusakan Dinas Lingkungan Hidup clan 

Pcngclolaan Lingkungan 1-ildu p Pertanahan 
Ltngkungan l'PE!.0 l.02 Pcrllnduugan dan Konservasl Surnbcr Deya Alam Dinas Lingkungan l [idup dan 
Hidup & Tertib Pertanahan 
Administrasi PPB.01.03 Pcnlngkatan Kualltas clan Akses Inlormast Dinas t.tngkungan Hldup clan 
Pertunahan sumber Daya Alam dan Lingkungan I lidup Pertanahan 

PPB.01.04 Pcnataan penguasaan, pernilikan, penggunaan Dinas Lingkungan Hidup clan 

dan pcmanfaatan tanah Pertanahan 

PPB.OJ.OS Penyelcsaian konfllk-kontllk pertanahan Dinas Lingkungan Hldup clan 

Pertanahan 
PPl:l.02 Meningkalkan PPB.02.0L Pcmanfaatan potensi sumber daya huian Dtnas Kchutanan 

Kelestarian PPB.02.02 Rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan 
Pengelolaan PPB.02.03 Pembinaan dan penertiban Indusrri hasil hutan Dlnas Kehutanan 
Hulan DWl PPB.02.04 Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas Kehu tanan 
Konservasi SDA PPB.02.05 Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehu tanan 

PPB.02.06 Pengelolaan dan Pembcrdayaan \Vilay;\h taut, Oinas Kelau tan clan Perikanan 

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil clan Kawasan 



KOOE 
KOOB SUB PROSES PROSES B.ISNIS PROS�:$ SUB Pr{0$1;;S OPD PENOAMPU 

BISNIS 
Konservasi 

PPB.03 Menlngkatkru, PP13.03.0J Peningkatan Akseslhilltas Pendldikan Mcnengah Dlnas Pcndidlkan 
Aksesibllnas, PP0.03.02 Pengetolaan Manajemcn Pelayanan Pcndtdlkan Dinas Pcndidikan 
Kualltas don PPB.03.03 Pengernbangan Perguruan Tlnggi Dmas Pendidlkan 
Mru1ajcmcn PPB.03.04 Peningkatan kualltas Guru dan Tenaga Dinas Pendldlkan 
Pendidlkan Kependidikun 

l'PB.04 Mcnlngkatkan PPB.04.0l Perungkatan Upuya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 
Akses Dan PPB.04.02 Pengadaan, peningkatan dan pcrbaikan sarana Dinas Kesehatan 
Kualltas clan prasaruna puskesmas/ puskernas pembantu 
Pelayanan clan jaringan n ya 
Ke,;ehalan PPB.04.03 Pengadaan, penlngkatan saran a clan prasarana Dinas Kesehatan 

rumah saldtj rumah sakit jiwa/rumah saklt paru- 
paru/rumah sakit mata 

PPB.04.04 Pengelolaan penyediaan tenaga kesehatan ke Dlnas Kesehatan 
distrik, kampung terpencil dan tertsolir 

PPB.OS Meningkatkan PPB.05.0l Peningkaran peran serta kepemudaan Dinas Kcpemudaan dan Olah Raga 
Prestasi Dan PPB.05.02 Pernbinaan dan Pcmasyarakatan Olah Raga Oinas Kepemudaan dan Olah Raga 



KODE: K008SUl3 PROS BS PROSES BISNIS PROS BS SUB J'>ROSl�S OPO Pl�NO/\M PU 
BISNIS 

Kreativltas PP0.05.03 Pcnlngkatan Sarena dan Prasarana Olah l�ga Dlnas Kepemu<loan <Inn Olah Raga 
Pemutla Dan PP0.05.0q Pcngcrnbangan Data Base Organisas! Olahraga Dlnas Kepemudaan da» Olah Raga 
Olahraga 

PPH.06 Menlngkatkan PP0.06.0J Pcnlngkatan Interkoneksi antar wilayah Oines PUPR 
lnterkoneksl PPB.06.02 Pengelolaan ketersediaun layanan dasar Dinas PUPR 
Antar Wilayah, infrastruktur daerah 
Kctcrsediaan PPB.06.03 Penlngkatan kualltas pengelolaan tata ruang Dlnas PUPR 
Layanan Dasar, daerah 
lnlrastruktur PPB.06.04 Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan 
Dan Tatel leuaeg Prasarana Transportasi darat, Pclayaran clan 

Perhubungan Udara, serta Keselamatan Ll.,I\J 
PPB.07 Meningkatkan PPB.07.0J Pembangunan Perumahan Formal Dtno.s Perumahan clan Kawasan 

Layanan Perrnukiman 
Kebutuhan PPF.3.07.02 Pcrencanaan Pengembangan Kota-kota menengah Dlnas Perumahan clan Kawasan 
Dasar clan bcsar Pcrmukiman 
Perumahan Dun PPB.07.03 Pernbangunan Ruman Susun, Perumahan Dlnas Perurnahan dan Kawasan 
Kawasan Swadaya, Perumahan Tradisional, clan Permukiman 
Permuknnan Pengembangan Rumah Umurn dan Komersil 

PPB.08 Optimalisasi PPB.08.0l Pernb inaan dan Penatausahaan pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya 



KODE 
l{ODI� SUO f'ROSGS PROSES BISNIS PROSr,S SUB PROSl':S 01'0 PENOAMPU 

BISNIS 
Pemanfaatan Mineral dan Batubara Mineral 
Su mbe,,iaya PPl:l.08.02 Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Encrgi Dan Dinas Encrgi clan Su rnber Dnya 
Alam Dan Ketenugaltstrlkan Mineral 
Kctersediaan PPR.OS.OJ Pcngclotaan Potensl Air Bawah 'l'anah Dae rah Dlnas Encrgi clan Sumber D1:1ya 
E11t,rgl Mineral 

PP0.08.04 Pengembangan Sumber Daya Oeologl Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral 

PPB.09 '.'vfeningkal.kan PPB.09.0l Perencanaan dan Pengembangan lkllm Dinas Penanarnan Modal clan 
Daya Saing Penanaman Modal Pelayanan 'l'erpadu Satu Pintu 
tnvestasi Daerah PPB.09.02 Penlngkatan Prornosi dan Kerjasama tnvestasl Dlnas Penanaman Modal clan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
PPB.09.03 Peningka.tan 01�\'a Saing tnvcstasi Dinas Penanaman Modal clan 

Pela.ya.nan Terpadu Sa.tu Pintu 
PPB.09.04 Peningka tan J klim Investasi dan Realisasi Dina$ Penanarnan Modal dan 

Investasi Pelayanan Terpadu Sa.tu Plnt.u 

PPB.IO Meningkatkan PPB.IO.OJ Peningkatan Kesempatan Ketj a Dinas Transmigrasl dan Tenaga 
Daya Saing Kerja 



KODE KOOi> SUB PROSllS PROSES 131SNIS PROSl�S SUB PROSES OPD PRNOAMPU 
131SNI$ 

t'enaga Kerja PP13. I0.02 Pcrlinclunga.n Pengernbangan Lembaga Dlnas 'l'rar,smlgrasl clan Tcnagn 
dan Kesempatan xetenegakerjaan Kmj,1 
Keija J'Pl3.10.03 Peningkatan Kualltas clan Produktivltas Tenaga Dinas 'l'ransrnigrasl clan 'l'eni,ga 

Kc1ja Kc,ja 

PPl3.ll Meningkatkan PPB. I 1.01 Pcngembangan Kewll'ausahuan clan Keunggulon Dinos Ko1,erasl dun Usuha Milcro 

�konon1i Kompetllif usana Kccil Kecll dan Menengah 
Kerakyatan PPB.11.02 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi clan usaha Mikro 
Berbasis Kecil clan .Menengah 
Industri Krealif PPB.11.03 Pengemhangan Pendukung Usah.u Bagi KUMKM D lnas Ko1,erasi clan Usaha Mikro 
Dan Poiensi Kecil dan Menengah 
Dacruh 

PPB.12 Meningkatkan l'PB.12.01 Pengembangan lndustrl Kecil clan Menengah Dinas Penndustrian dan 

Akses, Tata Perdagangan 
.'l iaga, Oan PPB.12.02 Peningkatan kemampuan teknologi industri Dinas Perinclustrian dan 

lnfrastruktur Perdaga.ngan 
Perdagangan PPB.12.03 Pengembangan sentra-sentra Industri potensial Dinas Perlndustrlan dan 
dan Industri Perdagangan 

PPB.l3 Pengembangan PPB.13.01 Pengelolaan Pengem bangan dan Penataan Dinas 'l'ransmigrasl dan Tenaga 

Dan Penataan Transmigrasl lokal Kerja 



KODE l<ODI': SUO Pl�OSES l'ROSrtS OISNIS SUB PROSES OPD PF:NOI\MPU 
BISNIS PROSES 

Kawnsan 
Tcrpadu di 

\\IJlayah 
Transnugrasi 

PPB. 14 Pe ngernbangan PPB.14.0J Pcngembangan Oestinasi Pariwisata Dlnas Kehudayaan dan Parlwlsata 
Panwlsate Dan PP0.14.02 Pengembangan Pemasaran dan Promosl Dac111h Dlnas Kcbudayaan dun Parlwlsata 
Seni lJudaya PPB.14.03 Pcngcmbangan Kemltraun Dlnas Kebudayaan dan Parlwlsata 

PPB.14.04 Pengembangan Nilai Budaya Dlnas Kebudayaan dan Pariwlsata 

PPB. 14.05 Pcngelolaan Kekeyuan dan Keragarnan Budaya Dlnas Kebuclayaan dan Parlwlsata 

PPB. l5 Meningkatkan PPB.15.0l Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Dinas Tanarnan Pangan, 
Produknvltas, Hortikultura dan Perkcbunun 
Tam Kelola, Dan PPB.15.02 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Dinas Tanaman Pangan, 
Per tum bu han Pangan Hortikuleura dan Perkcbunan 
Sektor Pertanian PPB.15.03 Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Dlnas Tanaman Pangan, 

Perikanan Hortikulrura dan Perkebunan 
PPB.15.04 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Penkanan Dlnas Tanaman Pangan, 

Hornkulrura dan Perkebunan 



KODE 
KODE SUO PROSJ!;S PROS ES B ISN IS SUO PROSES OPD PENGAMPU' BISNJS PROSES 

PPB.JS.OS Pcningkatan Prnduksl, Prorluktlvltas dan Mutu Dlnas Tannrna» Pangan, 
Produk Tanarnan Pangan, Hortikultu ra, dan I lortlkultura dan Perkcbunan 
Perkebunan 

PPB.15.06 Pcnguatan Sistern Pcrbenihan dan Pembibitan Oinas Tanuman Pangan, 
Tana.man Pangan dan Hortlkullu,·a Hortlkulrura dan Perkebunan 

PPB.15.07 Peningkatan Kesejahteraan Pelan! dan Petcrnak Dlnas Tanaman Pangan, 
Horttkultura dan Perkcbunan; 
Dines Peternakan dan Kesehatan 
Hew an 

PPD.15.08 Penlngkaean Sarena Dan Prasarana Pcrtanian dan Dlnas Tanaman Pangan, 
Peternakan Hortikultura dan Perkebunan; 

Dinas Peternakan dau Kesehatan 
Hew an 

PPB.15.09 Perungkatan Produksl Hasll Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan 

PPB.16 Menurunkan PPB.16.01 Pelayanan dan Rehabilltasl Kesejahteraan Sosial Dines Sosial 
Penyandang PPB.16.02 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adee Dinas Sosial 
Masalah Terpencll (KATI clan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Kesejahteraan Soslal (PMKS) Lainnya 



KODE KODI': SUD PHOSHS PROSES 131SNJS PROSES SUB PROSES OPD PENGAMPU 
BISNlS 

Sosial 1'?13. 16.03 Oantuan clan Jaminan Soslal Dlnas sostat 

PPB.16.04 Pem berdayaan Soslal clan Penanggu Iangan Dinas Soslal 

Kerniskinan 

PPl1.17 Menlngkatkan PPl:l.17 .0 l Pengcmbangan Lernbaga Ekonornl Kampung Dlnas Pembertlayaau Masyarakat 

l<apasitas dan Kampung 
Masyarakat PPB.17.02 Pcningkatun Partislpas! Musyarokut dalarn Dinas Pernberdayaan Masyarakat 
Krunpung Mcmbangun Kampung dan Kampung 

PPB.17.03 Peningkalan Kapaslto.s Aparatu r Pernerintah Dinas Pemberdayaan MasyanLkat 

Kampung clan Kampung 

PPB.17.04 Penlngkatan Keberdayaan Masyarnkat Lokal Dlnas Pern berdayaan Masyarakat 

Papua dun Kampung 
PPB.IS Mcningkatkan PPB.18.01 Penguatan Ke tern bagaan Pengarusuramaan Dinas Pernberdayaan Perempuan 

Partlslpas! Gender dan Anak clan Perlindungan Auak 

Perernpuan PPB.18.02 Peningkatan Kesejahteraan clan Perlindungan Dinas Pemberdayaau Perempuau 
Dulam Anak dan Perllndungan A11ak 
Pem bangunan, PPB.18.03 Peningkalan peran serta dan kesetaraan jender Dinas Pcmberdayaan Pcrempuan 
PUO dan Pl'A dalam pembangunan dan Perlindungan Anak 

PPB.18.04 Peningkatan Kuatlias Hidup dan Perllndungan Dinas Pcmbcrdayaan Pcrempuan 

Perempuan dan Pcrlindungan Anak 



KODE KODlt $UIJ PJ�OSES PROSES OISNIS SUB PROSJ•:S OPD P£NOAMPU 
81SN IS PROSES 

PPB. ·19 Pengendnllan Pl'B.l9.01 Pengendallan Penduduk Dinos Admtnlstrasl, Kcpcndudukan, 

Penduduk Dan Pencatatan Slpll, Pcngendallan 

'l'ertib Penduduk dan Kcluo.rga Bcrencana 

l\d mlnlstrasl PPIJ.19.02 Penataan Admlnistrasl Kependudukan Dinos Admlntstrasi, Kependudukan, 
Kependudukan Pencatatan Slpll, Pcngendallan 

Penduduk don [{cluarga Berencana 

PPB.20 Mcningkatkan PPB.20.0l Pcncegahan Dini dan Penanggulangan Korban Badan Peuanggulangan Dencana 

kcstapslagaan Bcncana Alam Daer ah 

penanggulangan PPB.20.02 Pengclolaan Kedaruraran dan Logisuk Badan Penanggulangan Bencana 
bcncana Pcnanggulangan Bencana Dae rah 

PPB.20.03 Rehabililasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana 

Bencana Dae rah 

PPB.21 Meningkatkan PPB.2l.O I Peraturan Perundang-Undangan Otonoml Kbusus Biro Admittisl.rasi Pelaksanaan 

Kirterja Otonomi Khusus 

Penyelenggaraan PPB.21.02 Perencanaan dan Pernbangunan Bidang Otonoml Bappeda; 

Otonomi Khusus Khusus (Otsusl 



KODB KOOESUB PROSl�S PROSES BISNJS SUB PROSES OPO PENOAMl>U 
BISNIS PIIOSBS 

Pr>B.22 Menlngkatkan PPB.22.01 P<marnan Peraturan Perundang-Unrlangan Biro Hukum Sckretariat Daerah 

Kapastras. PPB.22.02 Pengembangan Masyarakat dan Ocsa Adal: Otsus Biro Adrnlnistrus! Pelaksanaan 
Akuntabllltas oeonorm khusus Sekrctarlat Dacrah 
clan koordlnasl PPB.22.03 Pcmbinaan don Pengcmtiungan Aparatur Biro Pernerlntahan Sekrctariat 
Kebijalmn Daerah 
Peuierintah i>PB.22.04 Pembinaan Penyetenggaraan Pemertntahan Biro Pemerlntahan Sekretarlat 
Daerah Bldang Dae rah 
Pemerlntahan PPB.22.05 Penataan Daerah, Distrik, Kelu rahan, dan Biro Pemerlntahan Sekretariat 
Umum dan Kampung Daerah 
orsus PPFJ.22.0() Peningkatan Sarana dan Komunikasi Serta Media Biro I tumas Dru, Protokol 

Masa Sekretariat Daerah 
PPB.22.07 Peningkatan Kapasitas Lernbaga Perwakilan Sekretariat DPR1' 

Dae rah 

PPB.22.08 Pelayanan dokuruentasl dan publikasi keglatan Sekretariat DPRP 

D PR Papua Baral 

PPB.22.09 Peningkatan Kapasltas Lcrnbaga MRP • PB Sekrctariat M RP 

PPB23 Menlngkatkan PPB.23.01 Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pembangunan Biro Admin istrasi Pernbangunan 

Kapasltas, Dae rah Sekrctariat Daerah 

Akuntabiliras PPB.23.02 Peningkatan Pengendalian Pernbangunan Daerah Biro Admin istrasi Pembangunan 



KODI� KODE SUB J'ROSES PROSES B!SKIS PROSES SUB PROSES OPD J>RN01\MPU 
OJ$NIS 

dan Koordlt,asi Sckrctarlat Daernh 

Kebijakan PPB.23.03 Peningkatar, l'asllltasl serana Prasarana Biro Bina Mentitl Spiritual dan 
Pemcrintah [Lembaga r>embangunan, lnformasi Kescjnhteraan Rakyat Sekretariat 
Dacrah Bldr1J1g Pembangunan, Lernbaga Sosial Keagamaan, Daorah 
Admlnlstrosl Kepemudaan, Lembaga Sosial Kemasyarakaran 
Pcmbungunan dan Keagamaan, Perlbadatan, dan oloh raga] 
dan Pl'B.23.04 Peningkatan Kapasltas Percncanaan Biro Arlrninistrasl Pembangunan 
K<:scJ ah tcraan Pernbangunan Daerah Sekretarlat Daerah 

PP0.23.05 Pentngkatan Kualii.as Pclayi,n,Jn Pcmerintah Biro Menial Spiritual dan 

Daerah pada Pcrtngatan I lari- Hari Besar Kesejahleraa.n Rakyat Sckrctarlat 

Kcagamaan Daerah 

PPB.23.06 Pcmblnaan Mental dan spiritual di Provlnsi Papua Biro Mental Spirlru al clan 

Bat'aL Kesejalueraan Rakyat Sckretarlat 

Daerah 

PPB.23.07 Pcngelolaan Penataan Ketatalaksanaeui Biro Organlsasl Sckrctariat Daerah 

PPB.23.08 Revitalisasi Kelern bagaan Perangkat Dae rah Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

PPB.23.09 Penyusunan lnstrumen Analisis .Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

PPB.23. io Penyusunan Kebijakan Pemoangunan Biro Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah; Biro Hukum 



l<.ODE 1(01)1•: SUIJ PROSl�S PROSES OJSNIS SU IJ PROSJ•:S OPD Pl(NOAMPU 
BISNIS PROSES 

Sekrctmiuc Daerah 

PPJ:l.23. l l Peningkatan Kemit1'Qt1n Perekonomlan Daerah Blro Perekonomlan Dan Ke,jaswna 

Sekretatiat Daemh 

PP13.23. t2 Peningkatan Kerjasaina lnformasl Pembangunan Uiro Perckonomlan Dan Ke,jas,una 

Daerah Sekretariat Daerah 

PPB.23.13 Knordinaai Keb\jakan di Bidang Perekoncmlan Biro Perekonomian Dan Kerjasarna 

dan Kerjasama Sekretariat Dacrah 

PPB.23.14 Penlngkatan dan Pengembangan Pengclolaan Biro Perekonomian Dan Kerjasarna 

Keuangan Daerah sekretartet Dacrah 

PPB.23.15 Pcmantauan Ttngkat Perkernbangan Harga dan Biro Perekonomian Dan kerjasama 

Pcngembangan Komoditas suategls Sek.retariat Daerah 

PPB.24 Mcningkatkan PPB.24.01 Pengclolaen pcrencanean pembangunan daerah Bappeda; 
KualitU8 PPB.24.02 Pcngelolaan pcrencanaan pembangunan ekonomt Bappeda; 
Perencanaan PPS.24.03 Pengetolaan perencanaan soslal dan budaya Bappeda; 
Pernbangunan PPB.24.Qq Pengelolaan perencanaan prasarana wilayah dun Bappeda; 
Daerah sumberdaya alam 

PPB.25 Optimalisasi PPB.25.01 Pengetolaan Sistem Pengawasan Internal dan tnspektorat 

Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kcbijakan Kl)H 

Pengawasan PPB.25.0:2 Pengelolaan Profesionalisme Tenaga Perneriksa lnspektorat 



KOO!!: KODll: SUB PROSJ::S PROSl�S l;IISNIS SUB PROSl•:S OPD PF:NOAMPU 
BJSNIS PROSES 

Pcrnbangunan dan Aparatur Pengawusan 

Daerah PPFl.25.03 Pengelctuan Peningkatan ;(apobflitan APIP lnspektorat 

Pl'B.25.04 Pengelolaan Level Maturitas SPIP Inspektorat Pmv tnspektorat 
PP13.:25.05 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lnspektorat 

PPB.25.06 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem Inspektorat 

clan prosedur pengawasan 

PPB.26 Meningkatkan PPB.26.01 Pernbinaan clan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah 

KuaJitas PPB.26.02 Pcningkatan Kualitas Sum lier Daya Aparaiur Baclan Pengembangan Sumber Daya 
sumberdaye Mo.nusia 

Aparatur 
PPB.27 Menlngkackan PPB.27.01 Pcnguatan Kclcmbagaan Pcnelitian dan Badan Penclluan dan 

Kreauvnas Dan Pcngemoangan Pcngembangan Daersh 

Jnovasl PPB.27.02 Pengclolaan Kajlan clan Penelitlan Pengembangan Badon Pcnclitlan dan 
Pembangunan Daerah Pen gem bangan Daerah 

PPB.28 Menlngkatkan PPB.28.01 Peningkatan Penerimaan Daerah Sadan Pendapatan Daerah 

Akuntabilitas PPB.28.02 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 13adan Pengelolaa11 Keuangan clan 

Pengelolaan keuangan Daerah Aset Daerah 

Keuangan PPB.28.03 Pembinaan dan Fasllitasi Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan clan 



KOOi! KOOi, SUO PROSl!S PROSES 13l$NIS Pl�OSES SUB PROSJ;;S OPO PENCAMPU 
Bl$NI$ 

Daerah Kabupatcn/Kote Aset Daerah 
PPB.29 Menh1gkatkan PP13.29.0l Pengernbangan Komurukasl, tnrormast don Media l)IJ1a8 Kominfo 

Koneksitas Massa 
.Jarlngan PPIJ.29.02 Pcngembangan dan Pentngkatan 'l'eknologi Dines Komlnfo 
Komunikaai, Informasl Komunikosl (TIK) 
Keter sedlaan PPB.29.03 Pcngelotaan Oata/lnformasi/Statistik Daerah Dlnas Kominfo 
Data Dan PPB.29.04 Pcngawasan dan Pen gendalian Teknologl Dlnas Kominfo 
lnformasi Serta Informual dan Komunikasi 
Pengelolaan 
Persandian 

PPB.30 Menlngkatkan PPl3.30.0l Pengembangan Minat dan Budaya Baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Budaya Baca PPl3.30.02 Pengembangan Pelayanan Perpustakaan Dinas K1�u·sipan dan Perpustakaan 
Masyarakat Don PPl3.30.03 Perencanaan dan Pengemoangan Badan Dinas Kerusipan dan Perpustakaan 
Tata Kelola Perpustakaan, Arsip & Dokumentasl 
Admlnistrasi 

Kearsipan 

Daerah 

PPB.3l Optlrnalisasi dan PPB.31.01 Pernellharaan Kantranubmas clan Pencegahan Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik 
Stabiltsasi Tindal<. Krtmlnal 



KODE I<OOI': SUB PROSI,$ PR0$1:,$ BCSKIS PROSicS SUB Pl�Ose:s OPD PBNOAMPU 
BISNCS 

KCW11(1.t1>111 Du11 PPB.31.02 Kcmltruai1 81110 ldcotogl Kcgonl. dun wawasan Badan Kesatuan Bangsa den Polltlk 
Kctc,tl ban Kcbangsaan 
urnum PPB.31.03 Pengawasan Orang Aslng dun Lembaga Asing Bndan xcsaruen Bangsa dan Polltik 

PPB.31.04 Pcnlngkatan Nllal • Nllai 'roleransi Kcngamua.n Ba<lun Kcsatua.n aangsa dan Polltlk 

PPB.31.05 Peningkatan Kewaspudaan Nnsio11>d dan Badan Kesutuan Bangsa <Ian Polllik 

Penanganan Konfllk Sosial 

PPB.31.0<i Pengelolaan Peodidikan Polttlk Masyarakat, Badem Kesatuw, Bangsa dan Politi I< 

Fasllitasi Kelernbagaan Politlk, dan Keormasan 
PPtl.31.07 Pernellharaan Kantrantihmas dan Pencegahan Satuan Polisi Pamong Praja 

Tindak Kriminal serta Pemberdayaan Masyarakal 



ll!\Il v 
PBNU'l'UP 

Berdasarkan pembatiasan pada bab-bab sebetumnya, bah ini akan 

menarik kesimpulan serta rekomcndasi yang diharapkan dapat dttindaklanjuti 

olch Pemerintah l'rovinsi Papua Baral. 

5.1 Kesimpulan 
I. Peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Papua Barut disusun 

bcrdasarkan dokurnen Renc-Jna Strategis Pemerintah Daerah (Oolntmen 
RPJMf) Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022) yang masih berlaku. Ila! 
ini untuk menjamin Iinearitas antara dokumcn pcrcncanaan dcngan 

peta proses bisnis serta operasionalisasinya kelak dalam standar 

operasional prosedur 
2. Peta proses bisnis Pernerintah Provinsi Papua 13arat baru disusun 

sampai pada peta subproses. 

3. Peta proses bisnis level provinsi adalah peta besar penyelenggaraan 
urusan pemerimah provinsi sesuai dcngan dokumen perencanaan. 
Sehingga pcrlu operasionalisasinya pada level pcrangkat dacrah. 

4. Perangkat dacrah pcngampu urusan ketatalaksanaan dan pernngkat 
daerah pcmangku urusan perencanaan memilild peran pcnting dalam 
mernbina dan mengcndalikan pengernbangan dan operaslonaliaasi peta 

proses bisnis Pemerintah Provinsi papua Barut 

f>.2 Rckomendasi 
J. Mengingat dokuwen RPJMJ) yang digunakan adalah Dokumen RPJMD 

tahun 2017-2022, maka jika ada pcrubahan perlu kiranya dilakukan 
penyesuaian-penyesuaian. 

2. Menurunkan peta proses bisnis yang telah terpetakan kc dalam pcta 
subproses dan juga standar operasional prosedur. 

3. Peta proses bisrus level Pemerintah Provinsi ini perlu disosialisasikan 

kepada sduruh perangkat daerah, untuk setanjurnya perangkat daerah 

menurunkannya ke dalarn peta proses bisnis level perangkat daerab 
yang lebih operasionat lx;nlasarkan xencana Strategis masing-masing 
perungkat daerah. 

4. Peta proses bisnis adalah sesuatu yang sangat dinarnis, schingga 
monitoring dan evaluasi perlu duakukan paling tidak dalam tempo l 



tahun sekali. Hal ini untuk menycsuaikan dengan perubahan 
lingkungan internal clan ekstemal organisasi Pemerintah Daerah. 

GUBERNUR PAPUA BAR. .. T, 

CAP/TfD 

DOM!Nnous MANDACAN 

Salinan scsu ai 
xepata tr 

gan asliny:1 
ukurn, ·t 

L>r. RORR ' K. R. MIIR, 8.11., M.Hum., M.M 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19650818 199'203 I 022 


